


KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA

WILAYAH VI
Jalan Pawiyatan Luhur I / 1 Bendan Dhuwur Semarang – 50233

Telepon 024 - 8317281, 8311521 - Faksimili 024 - 8311273
Laman http : www.kopertis6.or.id - Email : kopertis6@kopertis6.or.id

KEPUTUSAN
KOORDINATOR KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH VI

NOMOR : 211.1 /K6/TU/2016

TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN DAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
DI KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH VI JAWA TENGAH

KOORDINATOR KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH VI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan
publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang
baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban
berbagai pihak dalam penyelenggaraan pelayanan, setiap
penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Maklumat
Pelayanan dan Standar Pelayanan Publik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a perlu menetapkan Keputusan Koordinator Koordinasi
Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VI Jawa Tengah tentang
Penetapan Maklumat Pelayanan dan Standar Pelayanan Publik di
Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VI Jawa Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang  Pendidikan
Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik;

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan
Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun
2011 tentang  Perubahan  Ketiga  atas  Peraturan  Presiden
Nomor  47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi
Kementerian Negara;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  nomor 1 tahun
2013 jo nomor 42 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi   Nomor  15  Tahun  2014  tentang  Pedoman
Standar Pelayanan;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman
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Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan
Pelayanan Publik;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar
Pelayanan;

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;

10.Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
215/MPK.A4/KP/2012 tentang Pengangkatan Koordinator
Kopertis Wilayah VI Periode Tahun 2012-2016;

11.Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun
2013  tentang Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar
Pelayanan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOORDINATOR KOORDINASI PERGURUAN TINGGI
SWASTA WILAYAH VI JAWA TENGAH TENTANG PENETAPAN
MAKLUMAT PELAYANAN DAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH VI JAWA
TENGAH

KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan dan Standar Pelayanan Publik
di Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VI Jawa Tengah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Koordinator
ini.

KEDUA : Maklumat Pelayanan dan Standar Pelayanan Publik sebagaimana
dimaksud pada diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh
Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VI Jawa Tengah dan
sebagai acuan dalam penilaian kinerja oleh pimpinan, aparat
pengawasan, dan masyarakat pengguna jasa

KETIGA : Keputusan Koordinator ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI SEMARANG
PADA TANGGAL : 21 DESEMBER 2016

KOORDINATOR KOPERTIS WILAYAH VI,

DYP. SUGIHARTO
NIP 196112011986011001

Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan
Pelayanan Publik;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar
Pelayanan;

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
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11.Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun
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MEMUTUSKAN
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KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH VI JAWA
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ini.
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KETIGA : Keputusan Koordinator ini berlaku pada tanggal ditetapkan.
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PADA TANGGAL : 21 DESEMBER 2016

KOORDINATOR KOPERTIS WILAYAH VI,

DYP. SUGIHARTO
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MAKLUMAT PELAYANAN DAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
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pengawasan, dan masyarakat pengguna jasa

KETIGA : Keputusan Koordinator ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI SEMARANG
PADA TANGGAL : 21 DESEMBER 2016

KOORDINATOR KOPERTIS WILAYAH VI,

DYP. SUGIHARTO
NIP 196112011986011001



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOORDINATOR KOORDINASI
PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH VI
NOMOR : 211.1 /K6/TU/2016 TAHUN 2016
TENTANG :
PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN
DAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
DI KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA
WILAYAH VI JAWA TENGAH

MAKLUMAT PELAYANAN
DI KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH VI JAWA TENGAH

KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH VI
MAKLUMAT PELAYANAN

“DENGAN INI, KAMI BERJANJI
AKAN MEMBERIKAN PELAYANAN PRIMA

SESUAI DENGAN STANDAR YANG DITETAPKAN,
DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI,

KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”

KOORDINATOR KOPERTIS WILAYAH VI,

DYP. SUGIHARTO
NIP 196112011986011001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOORDINATOR KOORDINASI
PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH VI
NOMOR : 211.1 /K6/TU/2016 TAHUN 2016
TENTANG :
PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN
DAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
DI KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA
WILAYAH VI JAWA TENGAH

MAKLUMAT PELAYANAN
DI KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH VI JAWA TENGAH

KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH VI
MAKLUMAT PELAYANAN

“DENGAN INI, KAMI BERJANJI
AKAN MEMBERIKAN PELAYANAN PRIMA

SESUAI DENGAN STANDAR YANG DITETAPKAN,
DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI,

KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”

KOORDINATOR KOPERTIS WILAYAH VI,

DYP. SUGIHARTO
NIP 196112011986011001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOORDINATOR KOORDINASI
PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH VI
NOMOR : 211.1 /K6/TU/2016 TAHUN 2016
TENTANG :
PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN
DAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
DI KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA
WILAYAH VI JAWA TENGAH

MAKLUMAT PELAYANAN
DI KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH VI JAWA TENGAH

KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH VI
MAKLUMAT PELAYANAN

“DENGAN INI, KAMI BERJANJI
AKAN MEMBERIKAN PELAYANAN PRIMA

SESUAI DENGAN STANDAR YANG DITETAPKAN,
DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI,

KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”

KOORDINATOR KOPERTIS WILAYAH VI,

DYP. SUGIHARTO
NIP 196112011986011001



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOORDINATOR KOORDINASI
PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH VI
NOMOR : 211.1 /K6/TU/2016 TAHUN 2016
TENTANG :
PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN
DAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
DI KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA
WILAYAH VI JAWA TENGAH

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
DI KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH VI JAWA TENGAH

No Jenis Layanan

1 Standar Pelayanan Alih Bina PTS

2 Standar Pelayanan Perubahan Nama Badan Penyelenggara PTS

3 Standar Pelayanan Pendirian PTS Baru dan Pembukaan Program Studi Baru

4 Standar Pelayanan Perubahan Bentuk PTS

5 Standar Pelayanan Penyelesaian Masalah PTS Tidak Taat Azas

6 Standar Pelayanan Pengembangan Kampus dan Perkuliahan di luar Domisili

7 Standar Pelayanan Publikasi Informasi

8 Standar Pelayanan Perubahan Data Pokok Dosen pada PD Dikti

9 Standar Layanan Data dan Informasi

10 Standar Layanan Konsultasi

11 Standar Layanan Pengaduan Pelayanan Publik

12 Standar Pelayanan Pindah Homebase Dosen Tetap Yayasan

13 Standar Pelayanan Validasi Ijazah



No Jenis Layanan

14 Standar Pelayanan Penilaian Angka Kredit Jabatan Akademik Dosen Asisten Ahli dan
Lektor

15 Standar Pelayanan Rekomendasi Jabatan Akademik Dosen Lektor Kepala dan
Profesor

16 Standar Pelayanan Pemberian Rekomendasi Beasiswa Dosen

17 Standar Pelayanan Pemberian Perpanjangan Waktu Beasiswa Luar Negeri

18 Standar Pelayanan Penetapan Inpassing Pangkat Dosen Bukan PNS Golongan III

19 Standar Pelayanan Penetapan Inpassing Pangkat Dosen Bukan PNS Golongan IV

20 Standar Pelayanan Alih Jabatan/Tugas PNS menjadi Dosen PNS

21 Standar Pelayanan Mutasi Dosen PNS Dpk

22 Standar Pelayanan Mutasi Dosen Yayasan

23 Standar Pelayanan Tugas Belajar Dosen PNS Dpk

24 Standar Pelayanan Izin Belajar Dosen PNS Dpk

25 Standar Pelayanan Kenaikan Pangkat/Golongan Dosen PNS Dpk

KOORDINATOR KOPERTIS WILAYAH VI,

DYP. SUGIHARTO
NIP 196112011986011001

No Jenis Layanan

14 Standar Pelayanan Penilaian Angka Kredit Jabatan Akademik Dosen Asisten Ahli dan
Lektor

15 Standar Pelayanan Rekomendasi Jabatan Akademik Dosen Lektor Kepala dan
Profesor

16 Standar Pelayanan Pemberian Rekomendasi Beasiswa Dosen

17 Standar Pelayanan Pemberian Perpanjangan Waktu Beasiswa Luar Negeri

18 Standar Pelayanan Penetapan Inpassing Pangkat Dosen Bukan PNS Golongan III

19 Standar Pelayanan Penetapan Inpassing Pangkat Dosen Bukan PNS Golongan IV

20 Standar Pelayanan Alih Jabatan/Tugas PNS menjadi Dosen PNS

21 Standar Pelayanan Mutasi Dosen PNS Dpk

22 Standar Pelayanan Mutasi Dosen Yayasan

23 Standar Pelayanan Tugas Belajar Dosen PNS Dpk

24 Standar Pelayanan Izin Belajar Dosen PNS Dpk

25 Standar Pelayanan Kenaikan Pangkat/Golongan Dosen PNS Dpk

KOORDINATOR KOPERTIS WILAYAH VI,

DYP. SUGIHARTO
NIP 196112011986011001

No Jenis Layanan

14 Standar Pelayanan Penilaian Angka Kredit Jabatan Akademik Dosen Asisten Ahli dan
Lektor

15 Standar Pelayanan Rekomendasi Jabatan Akademik Dosen Lektor Kepala dan
Profesor

16 Standar Pelayanan Pemberian Rekomendasi Beasiswa Dosen

17 Standar Pelayanan Pemberian Perpanjangan Waktu Beasiswa Luar Negeri

18 Standar Pelayanan Penetapan Inpassing Pangkat Dosen Bukan PNS Golongan III

19 Standar Pelayanan Penetapan Inpassing Pangkat Dosen Bukan PNS Golongan IV

20 Standar Pelayanan Alih Jabatan/Tugas PNS menjadi Dosen PNS

21 Standar Pelayanan Mutasi Dosen PNS Dpk

22 Standar Pelayanan Mutasi Dosen Yayasan

23 Standar Pelayanan Tugas Belajar Dosen PNS Dpk

24 Standar Pelayanan Izin Belajar Dosen PNS Dpk

25 Standar Pelayanan Kenaikan Pangkat/Golongan Dosen PNS Dpk

KOORDINATOR KOPERTIS WILAYAH VI,

DYP. SUGIHARTO
NIP 196112011986011001



A. STANDAR PELAYANAN ALIH BINA PERGURUAN TINGGI SWASTA (PTS)
(SERVICE DELIVERY)

NO. KOMPONEN URAIAN
1. Persyaratan

Pelayanan
a. Surat Permohonan/Pengantar dari Pemimpin Perguruan

Tinggi Swasta dan Ketua Badan Penyelenggara (Asli);
b. Akta Notaris Pendirian Badan Penyelenggara (beserta

perubahannya) yang telah disahkan oleh Kemenkumham
(Salinan Pindai Berwarna);

c. SK Ijin Pendirian PTS dari Kementerian Asal (Salinan Pindai
Berwarna);

d. SK Perpanjangan Izin Program Studi dari Kementerian Asal
(Salinan Pindai Berwarna);

e. SK Akreditasi Prodi dari Lembaga Kompeten Asal (Salinan
Pindai Berwarna);

f. Surat Pengantar dari Kementerian Asal (Salinan Pindai
Berwarna);

g. Berita Acara dan Daftar Hadir dari Yayasan (Salinan Pindai
Berwarna);

h. Berita Acara dan Daftar Hadir Senat Akademik (Salinan Pindai
Berwarna);

i. Berita Acara dan Daftar Hadir Senat Mahasiswa (Salinan
Pindai Berwarna).

2. Sistem,
mekanisme,
dan prosedur

1. Pemohon datang ke Kopertis Wilayah VI;
2. Pemohon terlebih dahulu ke resepsionis untuk mengisi buku

tamu dan menentukan pilihan layanan dan keperluannya;
3. Pemohon menuju ke ruangan Seksi Kelembagaan dan

Kerjasama dan menyampaikan berkas persyaratan;
4. Berkas/dokumen diterima oleh Seksi Kelembagaan dan Kerja

sama dan diproses;



5. Koordinator menunjuk pejabat/tim/pegawai untuk melakukan
desk evaluasi dan visitasi;

6. Pejabat/pegawai yang ditunjuk menyampaikan surat
rekomendasi/pertimbangan yang telah disahkan oleh
Koordinator Kopertis Wilayah VI Semarang kepada Ketua
Badan Penyelenggara dan Pemimpin Perguruan Tinggi Swasta.

3. Jangka waktu
penyelesaian

Maksimal 20 hari kerja

4. Biaya/tarif Tidak dipungut biaya

5. Produk
pelayanan

Surat rekomendasi/pertimbangan

6. Penanganan
pengaduan,
saran, dan
masukan

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara
tertulis melalui surat yang ditujukan kepada :
Koordinator Kopertis Wilayah VI
Alamat : Jl. Pawiyatan Luhur I/1, Bendan Dhuwur, Semarang

2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via:
Telepon  : 024-8317281, 8311521
Faksimili : 024-8311273
Email       : pengaduan@kopertis6.or.id



B. STANDAR PELAYANAN ALIH BINA PERGURUAN TINGGI SWASTA (PTS)
(MANUFACTURING)

NO. KOMPONEN URAIAN

1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5336);

3. UU 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
4. UU 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU no. 16 tahun

2001 tentang Yayasan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun

2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun

2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang
Yayasan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5500);

8. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1
Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Koordinasi
Perguruan Tinggi Swasta;

10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);

11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi
Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Pendirian,
Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan
Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi
Swasta.

2. Sarana,
prasarana,
dan/atau
fasilitas

1. Ruang tamu ber-AC, meja, kursi tamu
2. Komputer dengan akses internet
3. Ruang penyimpanan dokumen
4. Printer
5. Scanner
6. Telepon



3. Kompetensi
pelaksana

1. SDM yang memiliki pengetahuan tentang peraturan dan
kebijakan di bidang kelembagaan perguruan tinggi;

2. SDM yang memiliki ketelitian, kecekatan, kesabaran,
keramahan, dan integritas yang tinggi

4. Pengawasan
Internal

1. Supervisi atasan langsung
2. Dilakukan sistem pengendalian internal
3. Dilaksanakan secara kontinu
4. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi

5. Jumlah
pelaksana

2 (dua) orang

6. Jaminan
pelayanan

1. Pelayanan diberikan secara transparan, cermat, tepat waktu,
dan dapat dipertanggungjawabkan

2. Pemohon dapat menilai perkembangan prosesnya

7. Jaminan
keamanan dan
keselamatan
pelayanan

Selama pemberian pelayanan dijamin rasa aman dan bebas dari
bahaya

8. Evaluasi kinerja
pelaksana

Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1
kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan perbaikan untuk
menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.



A. STANDAR PELAYANAN PERUBAHAN NAMA BADAN PENYELENGGARA PERGURUAN
TINGGI SWASTA (PTS)
(SERVICE DELIVERY)

NO. KOMPONEN URAIAN

1. Persyaratan
Pelayanan

a. Surat Pengantar dari Pemimpin Perguruan Tinggi Swasta dan
Ketua Badan Penyelenggara (Asli);

b. Berita Acara dan Daftar Hadir dari Badan Penyelenggara
(Salinan Pindai Berwarna);

c. Berita Acara dan Daftar Hadir Senat Perguruan Tinggi (Salinan
Pindai Berwarna);

d. Berita Acara dan Daftar Hadir Senat Mahasiswa (Salinan
Pindai Berwarna);

e. Surat Pernyataan di atas materai Rp6.000,- ditandatangani
oleh Ketua Pembina Badan Penyelenggara yang Bertanggung
Jawab Terhadap Perubahan Nama Badan Penyelenggara
(Salinan Pindai Berwarna);

f. Surat Pernyataan Ketua Badan Penyelenggara bermaterai
Rp.6.000,- yang menyatakan (Salinan Pindai Berwarna):

a. Badan Penyelenggara tidak dalam sengketa dengan pihak
mana pun;

b. Tidak terjadi alih kelola dari Badan Penyelenggara lama ke
Badan Penyelenggara baru.

g. PTS Pemohon merupakan PTS yang taat azas;
h. PTS perlu memberikan alasan Perubahan Nama dari Badan

Penyelenggara atau Kemenkumham.

2. Sistem,
mekanisme,
dan prosedur

1. Pemohon datang ke Kopertis Wilayah VI;
2. Pemohon terlebih dahulu ke resepsionis untuk mengisi buku

tamu dan menentukan pilihan layanan dan keperluannya;
3. Pemohon menuju ke ruangan Seksi Kelembagaan dan

Kerjasama dan menyampaikan berkas persyaratan;



4. Berkas/dokumen diterima oleh Seksi Kelembagaan dan Kerja
sama dan diproses;

5. Koordinator menunjuk pejabat/tim/pegawai untuk melakukan
desk evaluasi dan visitasi;

6. Pejabat/pegawai yang ditunjuk menyampaikan surat
rekomendasi/pertimbangan yang telah disahkan oleh
Koordinator Kopertis Wilayah VI Semarang kepada Ketua
Badan Penyelenggara dan Pemimpin Perguruan Tinggi Swasta.

3. Jangka waktu
penyelesaian

Maksimal 15 hari kerja

4. Biaya/tarif Tidak dipungut biaya

5. Produk
pelayanan

Surat rekomendasi/pertimbangan

6. Penanganan
pengaduan,
saran, dan
masukan

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara
tertulis melalui surat yang ditujukan kepada :
Koordinator Kopertis Wilayah VI
Alamat : Jl. Pawiyatan Luhur I/1, Bendan Dhuwur, Semarang

2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via:
Telepon  : 024-8317281, 8311521
Faksimili : 024-8311273
Email       : pengaduan@kopertis6.or.id



B. STANDAR PELAYANAN PERUBAHAN NAMA BADAN PENYELENGGARA PERGURUAN
TINGGI SWASTA (PTS )
(MANUFACTURING)

NO. KOMPONEN URAIAN

1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5336);

3. UU 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
4. UU 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU no. 16 tahun

2001 tentang Yayasan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun

2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun

2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang
Yayasan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5500);

8. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1
Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Koordinasi
Perguruan Tinggi Swasta;

10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);

11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi
Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Pendirian,
Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan
Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi
Swasta.

2. Sarana,
prasarana,
dan/atau
fasilitas

1. Ruang tamu ber-AC, meja, kursi tamu
2. Komputer dengan akses internet
3. Ruang penyimpanan dokumen
4. Printer
5. Scanner
6. Telepon



3. Kompetensi
pelaksana

1. SDM yang memiliki pengetahuan tentang peraturan dan
kebijakan di bidang kelembagaan perguruan tinggi;

2. SDM yang memiliki ketelitian, kecekatan, kesabaran,
keramahan, dan integritas yang tinggi

4. Pengawasan
Internal

1. Supervisi atasan langsung
2. Dilakukan sistem pengendalian internal
3. Dilaksanakan secara kontinu
4. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi

5. Jumlah
pelaksana

2 (dua) orang

6. Jaminan
pelayanan

1. Pelayanan diberikan secara transparan, cermat, tepat waktu,
dan dapat dipertanggungjawabkan

2. Pemohon dapat menilai perkembangan prosesnya

7. Jaminan
keamanan dan
keselamatan
pelayanan

Selama pemberian pelayanan dijamin rasa aman dan bebas dari
bahaya

8. Evaluasi kinerja
pelaksana

Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1
kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan perbaikan untuk
menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.



A. STANDAR PELAYANAN PENDIRIAN PERGURUAN TINGGI SWASTA (PTS) DAN PEMBUKAAN
PROGRAM STUDI BARU
(SERVICE DELIVERY)

NO
. KOMPONEN URAIAN

1. Persyaratan
Pelayanan

a. Persyaratan pendirian perguruan tinggi swasta baru diantaranya adalah:
1. Surat pengantar pendirian PTS yang disusun oleh Badan Penyelenggara

dari PTS yang akan didirikan dialamatkan kepada Koordinator Kopertis
Wilayah VI (Asli);

2. Surat usul pendirian PTS yang disusun oleh Badan Penyelenggara dari PTS
yang akan didirikan dialamatkan kepada Direktur Jenderal Kelembagaan
Iptek dan Dikti (Salinan Pindai Berwarna);

3. Akta Notaris Pendirian Badan Penyelenggara dari PTS yang akan didirikan
beserta semua perubahan yang telah dilakukan (Salinan Pindai Berwarna);

4. Surat Keputusan dari pihak yang berwenang tentang pengesahan Badan
Penyelenggara sebagai badan hukum dari PTS yang akan didirikan (Salinan
Pindai Berwarna);

5. Sertifikat status lahan calon kampus PTS atas nama Badan Penyelenggara
dari PTS yang akan didirikan, atau perjanjian sewa menyewa lahan
(Salinan Pindai Berwarna);

6. Studi kelayakan pendirian PTS beserta Lampiran yang disusun oleh Badan
Penyelenggara dari PTS yang akan didirikan (Salinan Pindai Berwarna);

7. Instrumen akreditasi pendirian perguruan tinggi dari BAN-PT yang sudah
diisi oleh Badan Penyelenggara (Salinan Pindai Berwarna);

8. Instrumen akreditasi pembukaan prodi dari BAN-PT yang sudah diisi oleh
Badan Penyelenggara, satu Instrumen Pembukaan Prodi untuk setiap
prodi (Salinan Pindai Berwarna);

9. Laporan Keuangan Badan Penyelenggara (Salinan Pindai Berwarna);
10.Surat bukti kepemilikan dana Badan Penyelenggara (Salinan Pindai

Berwarna);
11.Surat pernyataan telah berkoordinasi dengan organisasi profesi dari

organisasi profesi terkait, apabila disyaratkan oleh peraturan perundang-
undangan (Salinan Pindai Berwarna).

12. Memenuhi syarat minimum akreditasi prodi dan perguruan tinggi sesuai
standar nasional pendidikan tinggi;

13.Persyaratan lainnya yang dipersyaratkan oleh Menteri Ristek, Teknologi,
dan Pendidikan Tinggi yang masih berlaku;

b. Persyaratan pembukaan program studi baru :
1. Surat Permohonan Rekomendasi yang ditujukan kepada Koordinator

Kopertis Wilayah VI;
2.  Rekomendasi Senat Perguruan Tinggi atas Penambahan Program Studi;
3. Surat persetujuan penambahan prodi dariBadanPenyelenggara PTS;
4. Akta Notaris Pendirian Badan Penyelenggara dan semua perubahannya

(Salinan Pindai Berwarna);
5. Dokumen pengesahan Badan Penyelenggara sebagai Badan Hukum(Salinan

Pindai Berwarna);
6. Surat Keputusan Menteri tentang Izin Pendirian PTS yang akan menambah

Program Studi (Salinan Pindai Berwarna);
7. Rencana Strategis PTS yang akan menambah/membuka Program Studi;



8. Usul Pembukaan Program Studi yang berisi Instrumen Akreditasi prodi dari
BAN-PT/LAM yang sudah diisi oleh Pemimpin PTS (satu instrumen untuk
satu prodi);

9. Rancangan Program Akademik dalam bentuk Proposal Program Studi, 1
proposal per Prodi;

10.Surat pernyataan telah berkoordinasi dengan organisasi profesi dari
organisasi profesi terkait (bila disyaratkan oleh peraturan perundang-
undangan);

11. Persyaratan lainnya yang dipersyaratkan oleh Peraturan Menteri Ristek,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang masih berlaku;

2. Sistem,
mekanisme,
dan prosedur

1. Pemohon datang ke Kopertis Wilayah VI;
2. Pemohon terlebih dahulu ke resepsionis untuk mengisi buku tamu dan

menentukan pilihan layanan dan keperluannya;
3. Pemohon menuju ke ruangan Seksi Kelembagaan dan Kerjasama dan

menyampaikan berkas persyaratan;
4. Berkas/dokumen diterima oleh Seksi Kelembagaan dan Kerja sama dan

diproses;
5. Koordinator membentuk Tim untuk melakukan kajian/telaah, evaluasi dan

visitasi;
6. Pejabat/pegawai yang ditunjuk menyampaikan surat

rekomendasi/pertimbangan yang telah disahkan oleh Koordinator
Kopertis Wilayah VI Semarang kepada Ketua Badan Penyelenggara atau
Pimpinan perguruan tinggi swasta pengusul.

3. Jangka waktu
penyelesaian

Maksimal 15 hari kerja (atau disesuaikan dengan jadwal Ditjen Kelembagaan
IPTEK dan Dikti)

4. Biaya/tarif Tidak dipungut biaya



5. Produk
pelayanan

Surat rekomendasi/pertimbangan

6. Penanganan
pengaduan,
saran, dan
masukan

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui
surat yang ditujukan kepada :
Koordinator Kopertis Wilayah VI
Alamat : Jl. Pawiyatan Luhur I/1, Bendan Dhuwur, Semarang

2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via:
Telepon  : 024-8317281, 8311521
Faksimili : 024-8311273
Email       : pengaduan@kopertis6.or.id



B. STANDAR PELAYANAN PENDIRIAN PERGURUAN TINGGI SWASTA (PTS) DAN
PEMBUKAAN PROGRAM STUDI BARU
(MANUFACTURING)

NO. KOMPONEN URAIAN

1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1
Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Koordinasi
Perguruan Tinggi Swasta;

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi
Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Pendirian,
Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan
Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi
Swasta.

2. Sarana,
prasarana,
dan/atau
fasilitas

1. Ruang tamu ber-AC, meja, kursi tamu
2. Komputer dengan akses internet
3. Ruang penyimpanan dokumen
4. Printer
5. Scanner
6. Telepon

3. Kompetensi
pelaksana

1. SDM yang memiliki pengetahuan tentang peraturan dan
kebijakan di bidang kelembagaan perguruan tinggi;

2. SDM yang memiliki ketelitian, kecekatan, kesabaran,
keramahan, dan integritas yang tinggi

4. Pengawasan
Internal

1. Supervisi atasan langsung
2. Dilakukan sistem pengendalian internal
3. Dilaksanakan secara kontinu
4. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi



5. Jumlah
pelaksana

2 (dua) orang

6. Jaminan
pelayanan

1. Pelayanan diberikan secara transparan, cermat, tepat waktu,
dan dapat dipertanggungjawabkan

2. Pemohon dapat menilai perkembangan prosesnya

7. Jaminan
keamanan dan
keselamatan
pelayanan

Selama pemberian pelayanan dijamin rasa aman dan bebas dari
bahaya

8. Evaluasi kinerja
pelaksana

Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1
kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan perbaikan untuk
menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.



A. STANDAR PELAYANAN PERUBAHAN BENTUK PERGURUAN TINGGI SWASTA (PTS)
(SERVICE DELIVERY)

NO. KOMPONEN URAIAN
1. Persyaratan

Pelayanan
1. Surat pengantar/permohonan perubahan bentuk dari PTS lama

ke PTS baru yang akan dibentuk, yang disusun oleh Badan
Penyelenggara dari PTS baru yang akan dibentuk dialamatkan
kepada Koordinator Kopertis Wilayah VI (Asli);

2. Surat usul perubahan bentuk dari PTS lama ke PTS baru yang
akan dibentuk, yang disusun oleh Badan Penyelenggara dari
PTS baru yang akan dibentuk dialamatkan kepada Direktur
Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti (Salinan Pindai
Berwarna);

3. Akta Notaris Pendirian Badan Penyelenggara dari PTS baru
yang akan dibentuk, beserta semua perubahan yang telah
dilakukan (Salinan Pindai Berwarna);

4. Dokumen Keputusan dari pihak yang berwenang tentang
pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum dari
PTS baru yang akan dibentuk (Salinan Pindai Berwarna);

5. Sertifikat status lahan kampus PTS baru yang akan dibentuk
atas nama Badan Penyelenggara dari PTS baru yang akan
dibentuk, atau perjanjian sewa menyewa lahan (Salinan Pindai
Berwarna);

6. Studi kelayakan perubahan PTS beserta Lampiran yang disusun
oleh Badan Penyelenggara dari PTS baru yang akan dibentuk;
(Salinan Pindai Berwarna);

7. Instrumen akreditasi pendirian perguruan tinggi dari BAN-PT
yang sudah diisi oleh Badan Penyelenggara (Salinan Pindai
Berwarna);

8. Instrumen akreditasi pembukaan prodi baru dari BAN-PT pada
PTS baru yang akan dibentuk yang sudah diisi oleh Badan
Penyelenggara, satu Instrumen Pembukaan Prodi untuk setiap
prodi (Salinan Pindai Berwarna);

9. Laporan Keuangan Badan Penyelenggara dari PTS baru yang
akan dibentuk (Salinan Pindai Berwarna);

10.Surat bukti kepemilikan dana Badan Penyelenggara dari PTS
baru yang akan dibentuk (Salinan Pindai Berwarna);

11.Semua Surat Keputusan Izin Pendirian PTS lama dan Surat
Keputusan Izin Pembukaan Prodi pada PTS lama (Salinan Pindai
Berwarna);

12.Surat pernyataan telah berkoordinasi dengan organisasi profesi
dari organisasi profesi terkait, apabila disyaratkan oleh
peraturan perundang-undangan (Salinan Pindai Berwarna);

13. usul pembukaan setiap Program Studi PTS yang baru;
14. dilampiri statuta, rencana strategis, dan Sistem Penjaminan

Mutu Internal PTS yang akan berubah;
13.Persyaratan lainnya yang dipersyaratkan oleh Direktorat

Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi;



2. Sistem,
mekanisme,
dan prosedur

1. Pemohon datang ke Kopertis Wilayah VI;
2. Pemohon terlebih dahulu ke resepsionis untuk mengisi buku

tamu dan menentukan pilihan layanan dan keperluannya;
3. Pemohon menuju ke ruangan Seksi Kelembagaan dan

Kerjasama dan menyampaikan berkas persyaratan;
4. Berkas/dokumen diterima oleh Seksi Kelembagaan dan Kerja

sama dan diproses;
5. Koordinator membentuk Tim Ahli untuk melakukan

kajian/telaah, evaluasi dan visitasi;
6. Pejabat/pegawai yang ditunjuk menyampaikan surat

rekomendasi/pertimbangan yang telah disahkan oleh
Koordinator Kopertis Wilayah VI Semarang kepada Ketua
Badan Penyelenggara pengusul.

3. Jangka waktu
penyelesaian

Maksimal 30 hari kerja (atau disesuaikan dengan jadwal Ditjen
Kelembagaan IPTEK dan Dikti)

4. Biaya/tarif Tidak dipungut biaya

5. Produk
pelayanan

Surat rekomendasi/pertimbangan

6. Penanganan
pengaduan,
saran, dan
masukan

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara
tertulis melalui surat yang ditujukan kepada :
Koordinator Kopertis Wilayah VI
Alamat : Jl. Pawiyatan Luhur I/1, Bendan Dhuwur, Semarang

2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via:
Telepon  : 024-8317281, 8311521
Faksimili : 024-8311273
Email       : pengaduan@kopertis6.or.id



B. STANDAR PELAYANAN PERUBAHAN BENTUK PERGURUAN TINGGI SWASTA (PTS)
(MANUFACTURING)

NO. KOMPONEN URAIAN

1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1
Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Koordinasi
Perguruan Tinggi Swasta;

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi
Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Pendirian,
Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan
Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi
Swasta.

2. Sarana,
prasarana,
dan/atau
fasilitas

1. Ruang tamu ber-AC, meja, kursi tamu
2. Komputer dengan akses internet
3. Ruang penyimpanan dokumen
4. Printer
5. Scanner
6. Telepon

3. Kompetensi
pelaksana

1. SDM yang memiliki pengetahuan tentang peraturan dan
kebijakan di bidang kelembagaan perguruan tinggi;

2. SDM yang memiliki ketelitian, kecekatan, kesabaran,
keramahan, dan integritas yang tinggi

4. Pengawasan
Internal

1. Supervisi atasan langsung
2. Dilakukan sistem pengendalian internal
3. Dilaksanakan secara kontinu
4. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi



5. Jumlah
pelaksana

2 (dua) orang

6. Jaminan
pelayanan

1. Pelayanan diberikan secara transparan, cermat, tepat waktu,
dan dapat dipertanggungjawabkan

2. Pemohon dapat menilai perkembangan prosesnya

7. Jaminan
keamanan dan
keselamatan
pelayanan

Selama pemberian pelayanan dijamin rasa aman dan bebas dari
bahaya

8. Evaluasi kinerja
pelaksana

Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1
kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan perbaikan untuk
menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.



A. STANDAR PELAYANAN PENYELESAIAN MASALAH PERGURUAN TINGGI SWASTA (PTS)
TIDAK TAAT AZAS
(SERVICE DELIVERY)

NO. KOMPONEN URAIAN

1. Persyaratan
Pelayanan

Pemohon adalah masyarakat/lembaga atau evaluasi dari internal.

2. Sistem,
mekanisme,
dan prosedur

1. Pemohon mengirimkan surat pengaduan ke Kopertis Wilayah
VI;

2. Surat pengaduan diarsip di bagian persuratan dan diproses;
3. Koordinator menunjuk pejabat/pegawai untuk melakukan

desk evaluasi, visitasi, dan laporan monitoring dan evaluasi
sebagai dasar penyelesaian permasalahan;

4. Surat keterangan/dokumen/laporan terkait permasalahan
yang dihadapi oleh PTS;

5. Pejabat/pegawai yang ditunjuk menyampaikan hasil klarifikasi
yang telah disahkan oleh Koordinator Kopertis Wilayah VI
Semarang kepada Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti.

3. Jangka waktu
penyelesaian

Maksimal 30 hari kerja (atau disesuaikan dengan jadwal Ditjen
Kelembagaan IPTEK dan Dikti)

4. Biaya/tarif Tidak dipungut biaya

5. Produk
pelayanan

Surat rekomendasi/pertimbangan



6. Penanganan
pengaduan,
saran, dan
masukan

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara
tertulis melalui surat yang ditujukan kepada :
Koordinator Kopertis Wilayah VI
Alamat : Jl. Pawiyatan Luhur I/1, Bendan Dhuwur, Semarang

2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via:
Telepon  : 024-8317281, 8311521
Faksimili : 024-8311273
Email       : pengaduan@kopertis6.or.id



B. STANDAR PELAYANAN PENYELESAIAN MASALAH PERGURUAN TINGGI SWASTA (PTS)
TIDAK TAAT AZAS
(MANUFACTURING)

NO. KOMPONEN URAIAN

1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
14);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1
Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Koordinasi
Perguruan Tinggi Swasta;

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi
Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2016 Tentang
Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri,
Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi
Swasta.

2. Sarana,
prasarana,
dan/atau
fasilitas

1. Ruang tamu ber-AC, meja, kursi tamu
2. Komputer dengan akses internet
3. Ruang penyimpanan dokumen
4. Printer
5. Scanner
6. Telepon

3. Kompetensi
pelaksana

1. SDM yang memiliki pengetahuan tentang peraturan dan
kebijakan di bidang kelembagaan perguruan tinggi;

2. SDM yang memiliki ketelitian, kecekatan, kesabaran,
keramahan, dan integritas yang tinggi

4. Pengawasan
Internal

1. Supervisi atasan langsung
2. Dilakukan sistem pengendalian internal
3. Dilaksanakan secara kontinu
4. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi



5. Jumlah
pelaksana

7 (tujuh) orang

6. Jaminan
pelayanan

1. Pelayanan diberikan secara transparan, cermat, tepat waktu,
dan dapat dipertanggungjawabkan

2. Pemohon dapat menilai perkembangan prosesnya

7. Jaminan
keamanan dan
keselamatan
pelayanan

Selama pemberian pelayanan dijamin rasa aman dan bebas dari
bahaya

8. Evaluasi kinerja
pelaksana

Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1
kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan perbaikan untuk
menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.



A. STANDAR PELAYANAN PENGEMBANGAN KAMPUS DAN PERKULIAHAN DI LUAR
DOMISILI
(SERVICE DELIVERY)

NO. KOMPONEN URAIAN

1. Persyaratan
Pelayanan

1. Surat Permohonan dari Pemimpin PTS dan Ketua Badan
Penyelenggara PTS (Asli);

2. Persetujuan Badan Penyelenggara;
3. Pertimbangan Senat Perguruan Tinggi;
4. Dokumen Kerja Sama/Izin dari Pemerintah Daerah setempat

(Salinan Pindai Berwarna);
5. Akta Notaris Yayasan beserta seluruh Perubahannya ((Salinan

Pindai Berwarna);
6. Surat Pengesahan Akta Notaris Yayasan dari Kemkumham

(Salinan Pindai Berwarna);
7. Surat Rekomendasi dari Pejabat Setempat yang dibubuhi

Meterai Rp.6.000,- (Salinan Pindai Berwarna);
8. Sertifikat Kepemilikan Lahan atau Perjanjian Sewa paling lama

10 (sepuluh tahun) sejak Peraturan Menteri ditetapkan,
dengan hak opsi, dan dibuat di hadapan notaris (Salinan Pindai
Berwarna);

9. Rencana Strategis Pengembangan PTS dalam jangka waktu
minimal 5 tahun (Salinan Pindai Berwarna);

10. Kelayakan yang memuat Peta Pendidikan Tinggi di Wilayah
Pengembangannya (Salinan Pindai Berwarna);

11. Pedoman Akademik (Salinan Pindai Berwarna);
12.Sertifikat Akreditasi BAN-PT (Salinan Pindai Berwarna);
13.Daftar Sarana dan Prasarana di Lokasi baru (Salinan Pindai

Berwarna);
14.Peta Lokasi (Salinan Pindai Berwarna);
15.PTS yang akan mengembangan kampus atau

menyelenggarakan perkuliahan di luar kampus utama
merupakan PTS yang taat azas;

16.Program studi yang akan diselenggarakan di luar kampus
utama minimal terakreditasi A.

2. Sistem,
mekanisme,
dan prosedur



1. Pemohon datang ke Kopertis Wilayah VI;
2. Pemohon terlebih dahulu ke resepsionis untuk mengisi buku

tamu dan menentukan pilihan layanan dan keperluannya;
3. Pemohon menuju ke ruangan Seksi Kelembagaan dan

Kerjasama dan menyampaikan berkas persyaratan;
4. Berkas/dokumen diterima oleh Seksi Kelembagaan dan Kerja

sama dan diproses;
5. Koordinator menunjuk pejabat/pegawai untuk melakukan

desk evaluasi, visitasi, dan monitoring dan evaluai;
6. Pejabat/pegawai yang ditunjuk menyampaikan surat

rekomendasi/pertimbangan yang telah disahkan oleh
Koordinator Kopertis Wilayah VI Semarang kepada Pemimpin
PTS pengusul.

3. Jangka waktu
penyelesaian

20 hari kerja

4. Biaya/tarif Tidak dipungut biaya

5. Produk
pelayanan

Surat rekomendasi/pertimbangan

6. Penanganan
pengaduan,
saran, dan
masukan

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara
tertulis melalui surat yang ditujukan kepada :
Koordinator Kopertis Wilayah VI
Alamat : Jl. Pawiyatan Luhur I/1, Bendan Dhuwur, Semarang

2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via:
Telepon  : 024-8317281, 8311521
Faksimili : 024-8311273
Email       : pengaduan@kopertis6.or.id



B. STANDAR PELAYANAN PENGEMBANGAN KAMPUS DAN PERKULIAHAN DI LUAR
DOMISILI
(MANUFACTURING)

NO. KOMPONEN URAIAN

1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
14);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1
Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Koordinasi
Perguruan Tinggi Swasta;

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang
Pembukaan, Perubahan, Dan Penutupan Program Studi Di
Luar Kampus Utama Perguruan Tinggi.

2. Sarana,
prasarana,
dan/atau
fasilitas

1. Ruang tamu ber-AC, meja, kursi tamu
2. Komputer dengan akses internet
3. Ruang penyimpanan dokumen
4. Printer
5. Scanner
6. Telepon

3. Kompetensi
pelaksana

1. SDM yang memiliki pengetahuan tentang peraturan dan
kebijakan di bidang kelembagaan perguruan tinggi;

2. SDM yang memiliki ketelitian, kecekatan, kesabaran,
keramahan, dan integritas yang tinggi

4. Pengawasan
Internal

1. Supervisi atasan langsung
2. Dilakukan sistem pengendalian internal
3. Dilaksanakan secara kontinu
4. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi



5. Jumlah
pelaksana

2 (dua) orang

6. Jaminan
pelayanan

1. Pelayanan diberikan secara transparan, cermat, tepat waktu,
dan dapat dipertanggungjawabkan

2. Pemohon dapat menilai perkembangan prosesnya

7. Jaminan
keamanan dan
keselamatan
pelayanan

Selama pemberian pelayanan dijamin rasa aman dan bebas dari
bahaya

8. Evaluasi kinerja
pelaksana

Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1
kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan perbaikan untuk
menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.



A. STANDAR PELAYANAN PUBLIKASI INFORMASI
(SERVICE DELIVERY)

NO. KOMPONEN URAIAN
1. Persyaratan

Pelayanan
1. Surat usulan publikasi informasi dari Pimpinan PTS (Asli);
2. Draft publikasi informasi;

2. Sistem,
mekanisme,
dan prosedur

1. Pemohon datang ke Kopertis Wilayah VI;
2. Pemohon terlebih dahulu ke resepsionis untuk mengisi buku

tamu dan menentukan pilihan layanan dan keperluannya;
3. Pemohon menuju ke ruangan Seksi Kelembagaan dan

Kerjasama dan menyampaikan berkas persyaratan;
4. Berkas/dokumen diterima oleh seksi kelembagaan dan kerja

sama dan diproses;
5. Koordinator/pimpinan menunjuk pejabat/pegawai untuk

melakukan verifikasi draft publikasi;
6. Pejabat/pegawai yang ditunjuk menayangkan publikasi

informasi pada laman Kopertis Wilayah VI (kopertis6.or.id).

3. Jangka waktu
penyelesaian

Maksimal 7 hari kerja

4. Biaya/tarif Tidak dipungut biaya

5. Produk
pelayanan

Tayangan informasi pada laman Kopertis Wilayah VI
(kopertis6.or.id)

6. Penanganan
pengaduan,
saran, dan

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara
tertulis melalui surat yang ditujukan kepada :
Koordinator Kopertis Wilayah VI



masukan Alamat : Jl. Pawiyatan Luhur I/1, Bendan Dhuwur, Semarang
2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via:

Telepon  : 024-8317281, 8311521
Faksimili : 024-8311273
Email       : pengaduan@kopertis6.or.id



B. STANDAR PELAYANAN PUBLIKASI INFORMASI
(MANUFACTURING)

NO. KOMPONEN URAIAN

1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5336);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman dan Penyusunan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5357);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 5500);

8. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
14);

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1
Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Koordinasi
Perguruan Tinggi Swasta;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 615);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 1170);



12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);

13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi
Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Layanan
Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi,
Dan Pendidikan Tinggi;

14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi
Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Pelayanan
Publik Di Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan
Tinggi.

2. Sarana,
prasarana,
dan/atau
fasilitas

1. Ruang tamu ber-AC, meja, kursi tamu
2. Komputer dengan akses internet
3. Ruang penyimpanan dokumen
4. Printer
5. Scanner
6. Telepon

3. Kompetensi
pelaksana

1. SDM yang memiliki pengetahuan tentang peraturan dan
kebijakan di bidang kelembagaan perguruan tinggi;

2. SDM yang memiliki ketelitian, kecekatan, kesabaran,
keramahan, dan integritas yang tinggi

4. Pengawasan
Internal

1. Supervisi atasan langsung
2. Dilakukan sistem pengendalian internal
3. Dilaksanakan secara kontinu
4. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi

5. Jumlah
pelaksana

2 (dua) orang

6. Jaminan
pelayanan

1. Pelayanan diberikan secara transparan, cermat, tepat waktu,
dan dapat dipertanggungjawabkan

2. Pemohon dapat menilai perkembangan prosesnya

7. Jaminan
keamanan dan
keselamatan
pelayanan

Selama pemberian pelayanan dijamin rasa aman dan bebas dari
bahaya

8. Evaluasi kinerja
pelaksana

Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1
kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan perbaikan untuk
menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.



A. STANDAR PELAYANAN VALIDASI PERUBAHAN DATA POKOK DOSEN PADA
PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI (PD DIKTI)
(SERVICE DELIVERY)

NO. KOMPONEN URAIAN

1. Persyaratan
Pelayanan

1. Persyaratan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN)
a. Diangkat sebagai Dosen Tetap Maksimal Berusia 58 Tahun

(Permenristekdikti No 2 Tahun 2016);
b. Tidak Berstatus sebagai Pegawai Tetap pada Instansi Lain,

Meliputi:
1) PNS non-dosen (PNS Pemkot/Pemda, POLRI, TNI, PNS

kementerian/lembaga negara selain PNS dosen);
2) Guru tetap/tidak tetap;
3) Pegawai BUMN;
4) Anggota aktif partai politik dan

legislatif(DPR/MPR/DPRD/DPD);
5) Konsultan, pengacara, notaris, apoteker;
6) Status kemahasiswaannya terdaftar di PD Dikti untuk

lulusan setelah tahun 2002.
c. Dosen Non-PNS

1) KTP terbaru yang masih berlaku (berwarna/asli /bukan
fotokopi);

2) Foto;
3) Surat Keterangan Sehat Rohani;
4) Surat Keterangan Sehat Jasmani;
5) Surat Keterangan Bebas Narkotika;
6) Surat Pernyataan dari Pimpinan PT;
7) Surat Keterangan Aktif Melaksanakan Tridharma

Perguruan Tinggi;
8) Surat Perjanjian Kerja;
9) SK sebagai Dosen Tetap Ketua Yayasan/Ketua BPH yang

memuat hak dan kewajiban antara calon dosen dan
yayasan;

10) Ijazah lengkap (mulai S-1/D-4). Bagi lulusan PT luar
negeri disertakan SK penyetaraan dari DIKTI/PTN yang
ditunjuk DIKTI;

11) Jika memiliki jabatan fungsional, wajib melampirkan SK
Jabatan Fungsional terakhirnya;

d. Dosen PNS
1) Ijazah lengkap (mulai S-1/D-4). Bagi Lulusan PT luar negeri

disertakan SK penyetaraannya yang dikeluarkan oleh DIKTI
atau PTN yang ditunjuk;

2) SK sebagai PNS/CPNS sebagai Dosen Tetap.

2. Persyaratan Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK)
a. Saat diusulkan NIDK, berdasarkan Permenristekdikti No 2

Tahun 2016 berusia paling tinggi:
a. PNS, TNI, POLRI, Peneliti, Perekayasa, Praktisi : 64 Tahun
b. Dosen Purna Tugas selain Profesor : 65 - 69 tahun
c. Profesor Purna Tugas : 70 - 78 Tahun;
b. KTP terbaru yang masih berlaku (berwarna/asli /bukan



fotokopi);
c. Foto;
d. Surat Keterangan Sehat Rohani;
e. Surat Keterangan Sehat Jasmani;
f. Surat Keterangan Bebas Narkotika;
g. Surat Pernyataan dari Pimpinan PT;
h. Surat Perjanjian Kerja;
i. SK sebagai Dosen dengan Perjanjian Kerja;
j. Surat ijin dari pimpinan instansi induknya (Menteri, Kepala

Lembaga, Kepala Staf TNI, Kepala Polri, Kepala Daerah,
Direktur Utama) atau yang diberikan kewenangan oleh
pimpinan tersebut, jika yang bersangkutan masih sebagai
pegawai atau karyawan aktif.

k. Surat keterangan mengajar dan jadwal mengajar minimum 1
(satu) semester dalam 1 (satu) tahun sebanyak 4 (empat) SKS,
yang disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi.

l. Dosen asing :
a. izin kerja di Indonesia;
b. jabatan akademik paling rendah associate professor; dan
c. paling sedikit memiliki 3 (tiga) publikasi
m. Perpanjangan NIDK : Surat Perjanjian Kerja dari Perguruan

Tinggi dan Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani

3. Persyaratan Nomor Urut Pendidik (NUP)
a. KTP terbaru yang masih berlaku (berwarna/asli

/bukanfotokopi);
b. Foto;
c. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani;
d. Surat Keterangan Bebas Narkotika;
e. Surat Pernyataan dari Pimpinan PT;
f. Surat Perjanjian Kerja;
g. SK sebagai Dosen Kontrak/Tidak Tetap/Instruktur/Tutor;
h. Ijazah lengkap (mulai S-1/D-4), bagi lulusan PT luar negeri

disertakan SK penyetaraan dari DIKTI atau PTN yang ditunjuk
DIKTI;

i. Melampirkan SK jabatan fungsional dosen (jika ada);

4. Perubahan Nomor Urut Pendidik (NUP) ke Nomor Induk Dosen
Nasional (NIDN)
Sama seperti mengajukan NIDN.

5. Perubahan Data Dosen
a. Data Pokok:

Dokumen penunjang disesuaikan dengan perubahan.
Contoh: (1) Untuk penambahan gelar master, wajib
melampirkan ijazah S2.(2) Untuk perubahan nama, lampiran
KTP atau ijazah. (3) Untuk perubahan jabatan fungsional,
lampiran SK jabatan Fungsional.

b. Pindah Homebase Intra PT (Intern):
a. Dosen Non-PNS dan PNS PTN: SK/surat penempatan pada

program studi dari pimpinan perguruan tinggi;



b. Dosen PNS DPK : SK/surat mutasi yang dikeluarkan oleh
Kopertis.

c. Pindah Homebase Antar-PT (extern):
a. Surat keterangan/SK lolos butuh dari PT lama;
b. SK Dosen Tetap PT baru yang memuat hak dan

kewajiban antara calon dosen dan yayasan;
c. Surat pernyataan sesuai dengan SK Dirjen Dikti Nomor

108/DIKTI/Kep/2001;
d. Rekomendasi Kopertis. Jika berbeda atau

antarkopertis, surat rekomendasi Kopertis harus
dikeluarkan oleh kedua Kopertis tersebut (Kopertis
awal dan tujuan).

6. Klaim Dosen
a. SK Dosen Tetap;
b. Ijazah Lengkap;
c. KTP.

Semua dokumen persyaratan asli dipindai warna

2. Sistem,
mekanisme,
dan prosedur

1. Pemohon menyampaikan usulan melalui dashboard laman PD
DIKTI dengan menggunakan akun user milik PTS tersebut;

2. Usulan diterima oleh seksi kelembagaan dan kerja sama dan
diproses;

3. Koordinator menunjuk pejabat/pegawai untuk melakukan
verifikasi dan validasi usulan;

4. Pejabat/pegawai yang ditunjuk melakukan verifikasi dan
validasi sesuai ketentuan yang berlaku;

5. Usulan yang valid menunggu proses approval oleh admin
Dikti.



3. Jangka waktu
penyelesaian

Maksimal 30 hari kerja

4. Biaya/tarif Tidak dipungut biaya

5. Produk
pelayanan

Data valid usulan NIDN, NIDK, NUP beserta perubahan data pokok
lainnya

6. Penanganan
pengaduan,
saran, dan
masukan

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara
tertulis melalui surat yang ditujukan kepada :
Koordinator Kopertis Wilayah VI
Alamat : Jl. Pawiyatan Luhur I/1, Bendan Dhuwur, Semarang

2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via:
Telepon  : 024-8317281, 8311521
Faksimili : 024-8311273
Email       : pengaduan@kopertis6.or.id



B. STANDAR PELAYANAN VALIDASI PERUBAHAN DATA POKOK DOSEN PADA
PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI (PD DIKTI)
(MANUFACTURING)

NO. KOMPONEN URAIAN

1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5007);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5500);

6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1
Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Koordinasi
Perguruan Tinggi Swasta;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada
Perguruan Tinggi ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 1372);

10.Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan
Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Registrasi Pendidik Pada
Perguruan Tinggi.

2. Sarana,
prasarana,
dan/atau
fasilitas

1. Ruang tamu ber-AC, meja, kursi tamu
2. Komputer dengan akses internet
3. Ruang penyimpanan dokumen
4. Printer
5. Scanner
6. Telepon



3. Kompetensi
pelaksana

1. SDM yang memiliki pengetahuan tentang peraturan dan
kebijakan di bidang kelembagaan perguruan tinggi;

2. SDM yang memiliki ketelitian, kecekatan, kesabaran,
keramahan, dan integritas yang tinggi

4. Pengawasan
Internal

1. Supervisi atasan langsung
2. Dilakukan sistem pengendalian internal
3. Dilaksanakan secara kontinu
4. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi

5. Jumlah
pelaksana

6 (enam) orang

6. Jaminan
pelayanan

1. Pelayanan diberikan secara transparan, cermat, tepat waktu,
dan dapat dipertanggungjawabkan

2. Pemohon dapat menilai perkembangan prosesnya

7. Jaminan
keamanan dan
keselamatan
pelayanan

Selama pemberian pelayanan dijamin rasa aman dan bebas dari
bahaya

8. Evaluasi kinerja
pelaksana

Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1
kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan perbaikan untuk
menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.



A. STANDAR PELAYANAN DATA DAN INFORMASI
(SERVICE DELIVERY)

NO. KOMPONEN URAIAN
1. Persyaratan

Pelayanan
1. Pemohon adalah warga masyarakat/organisasi/lembaga yang

membutuhkan data dan informasi
2. Informasi/data yang diminta dalam kewenangan Kopertis

Wilayah VI

2. Sistem,
mekanisme,
dan prosedur

1. Pemohon menyampaikan surat permohonan tertulis ke
Kopertis Wilayah VI;

2. Surat permohonan diarsip di bagian persuratan dan diproses;
3. Koordinator/pimpinan menunjuk pejabat/pegawai untuk

memproses;
4. Pejabat/pegawai yang ditunjuk melaksanakan tugas

memberikan data/informasi kepada pemohon.

3. Jangka waktu
penyelesaian

Maksimal 7 hari kerja

4. Biaya/tarif Tidak dipungut biaya

5. Produk
pelayanan

Data/informasi



6. Penanganan
pengaduan,
saran, dan
masukan

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara
tertulis melalui surat yang ditujukan kepada :
Koordinator Kopertis Wilayah VI
Alamat : Jl. Pawiyatan Luhur I/1, Bendan Dhuwur, Semarang

2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via:
Telepon  : 024-8317281, 8311521
Faksimili : 024-8311273
Email       : pengaduan@kopertis6.or.id



B. STANDAR PELAYANAN DATA DAN INFORMASI
(MANUFACTURING)

NO. KOMPONEN URAIAN

1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5336);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman dan Penyusunan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5357);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 5500);

8. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
14);

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1
Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Koordinasi
Perguruan Tinggi Swasta;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 615);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 1170);



12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);

13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi
Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Layanan
Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi,
Dan Pendidikan Tinggi;

14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi
Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Pelayanan
Publik Di Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan
Tinggi.

2. Sarana,
prasarana,
dan/atau
fasilitas

1. Ruang tamu ber-AC, meja, kursi tamu
2. Komputer dengan akses internet
3. Ruang penyimpanan dokumen
4. Printer
5. Scanner
6. Telepon

3. Kompetensi
pelaksana

1. SDM yang memiliki pengetahuan tentang peraturan dan
kebijakan di bidang kelembagaan perguruan tinggi;

2. SDM yang memiliki ketelitian, kecekatan, kesabaran,
keramahan, dan integritas yang tinggi

4. Pengawasan
Internal

1. Supervisi atasan langsung
2. Dilakukan sistem pengendalian internal
3. Dilaksanakan secara kontinu
4. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi

5. Jumlah
pelaksana

2 (dua) orang

6. Jaminan
pelayanan

1. Pelayanan diberikan secara transparan, cermat, tepat waktu,
dan dapat dipertanggungjawabkan

2. Pemohon dapat menilai perkembangan prosesnya

7. Jaminan
keamanan dan
keselamatan
pelayanan

Selama pemberian pelayanan dijamin rasa aman dan bebas dari
bahaya

8. Evaluasi kinerja
pelaksana

Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1
kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan perbaikan untuk
menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.



A. STANDAR PELAYANAN KONSULTASI
(SERVICE DELIVERY)

NO. KOMPONEN URAIAN
1. Persyaratan

Pelayanan
Surat permohonan tertulis, yang berisi sekurang-kurangnya :
a. Materi konsultasi secara jelas
b. Waktu kunjungan konsultasi
c. Nomor kontak personal yang dapat dihubungi

2. Sistem,
mekanisme,
dan prosedur

1. Pemohon menyampaikan surat permohonan tertulis ke
Kopertis Wilayah VI;

2. Surat permohonan diarsip di bagian persuratan dan diproses;
3. Koordinator/pimpinan menunjuk pejabat/pegawai untuk

memproses/memberikan konsultasi;
4. Pejabat/pegawai yang ditunjuk melaksanakan tugas

memberikan layanan konsultasi.

3. Jangka waktu
penyelesaian

Maksimal 2 hari kerja

4. Biaya/tarif Tidak dipungut biaya

5. Produk
pelayanan

Saran, pertimbangan, solusi, dan rekomendasi terhadap
permasalahan yang dikonsultasikan



6. Penanganan
pengaduan,
saran, dan
masukan

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara
tertulis melalui surat yang ditujukan kepada :
Koordinator Kopertis Wilayah VI
Alamat : Jl. Pawiyatan Luhur I/1, Bendan Dhuwur, Semarang

2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via:
Telepon  : 024-8317281, 8311521
Faksimili : 024-8311273
Email       : pengaduan@kopertis6.or.id



B. STANDAR PELAYANAN KONSULTASI
(MANUFACTURING)

NO. KOMPONEN URAIAN

1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5336);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman dan Penyusunan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5357);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 5500);

8. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
14);

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1
Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Koordinasi
Perguruan Tinggi Swasta;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 615);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 1170);



12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);

13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi
Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Layanan
Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi,
Dan Pendidikan Tinggi;

14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi
Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Pelayanan
Publik Di Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan
Tinggi.

2. Sarana,
prasarana,
dan/atau
fasilitas

1. Ruang tamu ber-AC, meja, kursi tamu
2. Komputer dengan akses internet
3. Ruang penyimpanan dokumen
4. Printer
5. Scanner
6. Telepon

3. Kompetensi
pelaksana

1. SDM yang memiliki pengetahuan tentang peraturan dan
kebijakan di bidang kelembagaan perguruan tinggi;

2. SDM yang memiliki ketelitian, kecekatan, kesabaran,
keramahan, dan integritas yang tinggi

4. Pengawasan
Internal

1. Supervisi atasan langsung
2. Dilakukan sistem pengendalian internal
3. Dilaksanakan secara kontinu
4. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi

5. Jumlah
pelaksana

2 (dua) orang

6. Jaminan
pelayanan

1. Pelayanan diberikan secara transparan, cermat, tepat waktu,
dan dapat dipertanggungjawabkan

2. Pemohon dapat menilai perkembangan prosesnya

7. Jaminan
keamanan dan
keselamatan
pelayanan

Selama pemberian pelayanan dijamin rasa aman dan bebas dari
bahaya

8. Evaluasi kinerja
pelaksana

Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1
kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan perbaikan untuk
menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.



A. STANDAR PELAYANAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
(SERVICE DELIVERY)

NO. KOMPONEN URAIAN
1. Persyaratan

Pelayanan
Surat permohonan tertulis, yang berisi sekurang-kurangnya :
a. Nama dan alamat lengkap
b. Uraian pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan

dan uraian kerugian material atau immaterial yang diderita;
c. Permintaan penyelesaian yang diajukan;
d. Tempat, waktu penyampaian, dan tanda tangan

2. Sistem,
mekanisme,
dan prosedur

1. Pemohon menyampaikan surat permohonan tertulis ke
Kopertis Wilayah VI;

2. Surat pengaduan diarsip di bagian persuratan dan diproses;
3. Koordinator/pimpinan menunjuk pejabat/pegawaikhusus

untuk memproses/menangani pengaduan;
4. Pejabat/pegawai khusus menangani

pengaduanmenindaklanjuti pengaduan yang diterima.

3. Jangka waktu
penyelesaian

Maksimal 7 hari kerja

4. Biaya/tarif Tidak dipungut biaya

5. Produk
pelayanan

Tindak lanjut penyelesaian pengaduan terkait permasalahan di
bidang pelayanan publik

6. Penanganan
pengaduan,

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara
tertulis melalui surat yang ditujukan kepada :



saran, dan
masukan

Koordinator Kopertis Wilayah VI
Alamat : Jl. Pawiyatan Luhur I/1, Bendan Dhuwur, Semarang

2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via:
Telepon  : 024-8317281, 8311521
Faksimili : 024-8311273
Email       : pengaduan@kopertis6.or.id



B. STANDAR PELAYANAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
(MANUFACTURING)

NO. KOMPONEN URAIAN

1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5336);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman dan Penyusunan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5357);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 5500);

8. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
14);

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1
Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Koordinasi
Perguruan Tinggi Swasta;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 615);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 1170);



12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);

13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi
Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Layanan
Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi,
Dan Pendidikan Tinggi;

14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi
Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Pelayanan
Publik Di Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan
Tinggi;

2. Sarana,
prasarana,
dan/atau
fasilitas

1. Ruang tamu ber-AC, meja, kursi tamu
2. Komputer dengan akses internet
3. Ruang penyimpanan dokumen
4. Printer
5. Scanner
6. Telepon

3. Kompetensi
pelaksana

1. SDM yang memiliki pengetahuan tentang peraturan dan
kebijakan di bidang kelembagaan perguruan tinggi;

2. SDM yang memiliki ketelitian, kecekatan, kesabaran,
keramahan, dan integritas yang tinggi

4. Pengawasan
Internal

1. Supervisi atasan langsung
2. Dilakukan sistem pengendalian internal
3. Dilaksanakan secara kontinu
4. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi

5. Jumlah
pelaksana

2 (dua) orang

6. Jaminan
pelayanan

1. Pelayanan diberikan secara transparan, cermat, tepat waktu,
dan dapat dipertanggungjawabkan

2. Pemohon dapat menilai perkembangan prosesnya

7. Jaminan
keamanan dan
keselamatan
pelayanan

Selama pemberian pelayanan dijamin rasa aman dan bebas dari
bahaya

8. Evaluasi kinerja
pelaksana

Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1
kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan perbaikan untuk
menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.



A. STANDAR PELAYANAN PINDAH HOMEBASE DOSEN TETAP YAYASAN
(SERVICE DELIVERY)

NO
. KOMPONEN URAIAN

1. Persyaratan
Pelayanan

1. Surat pengantar dari Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta
(Rektor/Ketua/Direktur);

2. NIDN (print out dari laman http://forlap.dikti.go.id) sebagai Dosen
Tetap;

3. Asli surat lolos butuh dari Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta yang lama;
4. Salinan surat keputusan pengangkatan sebagai Dosen Tetap dari

Perguruan Tinggi Swasta yang baru;
5. Salinan ijazah S1/D.IV, S2/Sp.I, dan S3/Sp.2, disahkan pejabat yang

berwenang (cap stempel basah);
6. Salinan surat keputusan jabatan terakhir, disahkan oleh pejabat yang

berwenang;
7. Salinan surat keputusan kenaikan pangkat terakhir, disahkan oleh

pejabat yang berwenang;
8. Surat pernyataan Dosen Tetap ditandatangani di atas meterai

Rp6.000,00;
9. Salinan KTP;
10. Salinan Sertifikat Pendidik (khusus dosen yang telah memiliki sertifikat

pendidik);
11. Surat rekomendasi dari Kopertis sebelumnya (khusus pindah homebase

lintas Koperis).

2. Sistem,
mekanisme,
dan prosedur

1. Pemohon (Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta/ atau petugas yang
ditunjuk) datang ke Kopertis Wilayah VI;

2. Pemohon terlebih dahulu ke resepsionis untuk mengisi buku tamu dan
menentukan pilihan layanan dan keperluannya;

3. Pemohon menuju ke ruangan subbag kepegawaian dan menyampaikan



berkas sesuai dengan persyaratan, berkas/dokumen diterima dan
diperiksa oleh subbag kepegawaian jika lengkap dan sesuai persyaratan
berkas diproses;

4. Seksi Kelembagaan dan Kerja Sama menyiapkan surat rekomendasi
diperiksa oleh Kabid Akademik, Kemahasiswaan, dan Kelembagaan,
Sekretaris Pelaksana, dan ditandatangani Koordinator;

5. Seksi Kelembagaan dan Kerja Sama menyampaikan surat rekomendasi
perpanjangan waktu beasiswa luar negeri kepada pemohon.

3. Jangka waktu
penyelesaian

Maksimal 10 hari kerja

4. Biaya/tarif Tidak dipungut biaya

5. Produk
pelayanan

Surat rekomendasi pindah homebase dosen tetap yayasan

6. Penanganan
pengaduan,
saran, dan
masukan

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis
melalui surat yang ditujukan kepada :
Koordinator Kopertis Wilayah VI
Alamat : Jl. Pawiyatan Luhur I/1, Bendan Dhuwur, Semarang

2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via:
Telepon  : 024-8317281, 8311521
Faksimili : 024-8311273
Email       : pengaduan@kopertis6.or.id



B. STANDAR PELAYANAN PINDAH HOMEBASE DOSEN TETAP YAYASAN
(MANUFACTURING)

NO. KOMPONEN URAIAN

1. Dasar Hukum
2. Sarana,

prasarana,
dan/atau
fasilitas

1. Ruang tamu ber-AC, meja, kursi tamu
2. Komputer dengan akses internet
3. Ruang penyimpanan dokumen
4. Printer
5. Scanner
6. Telepon

3. Kompetensi
pelaksana

1. SDM yang memiliki pengetahuan tentang peraturan dan
kebijakan di bidang kepegawaian

2. SDM yang memiliki pengetahuan tentang peraturan dan
kebijakan di bidang pindah homebase dosen tetap yayasan

4. Pengawasan
Internal

1. Supervisi atasan langsung
2. Dilakukan sistem pengendalian internal
3. Dilaksanakan secara kontinu
4. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi

5. Jumlah
pelaksana

6 (enam) orang

6. Jaminan
pelayanan

1. Pelayanan diberikan secara transparan, cermat, tepat waktu,
dan dapat dipertanggungjawabkan

2. Pemohon dapat menilai perkembangan prosesnya

7. Jaminan
keamanan dan
keselamatan
pelayanan

Selama pemberian pelayanan dijamin rasa aman dan bebas dari
bahaya

8. Evaluasi kinerja
pelaksana

Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1
kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan perbaikan untuk
menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.



A.
STANDAR PELAYANAN VALIDASI IJAZAH
(SERVICE DELIVERY)

NO. KOMPONEN URAIAN
1. Persyaratan

Pelayanan
1. Surat permohonan dari pemohon;
2. Salinan ijazah;
3. Salinan transkrip akademik;
4. Perguruan Tinggi Swasta penerbit Ijazah dan Transkrip

Akademik berada di lingkungan Kopertis Wilayah VI, dan sudah
tidak beroperasi atau ditutup

2. Sistem,
mekanisme,
dan prosedur

Resepsionis

Surat keterangan
validasi ijazah

Akademik dan
Kemahasiswaan

Pemohon datang

Mengisi buku tamu dan
menentukan pilihan layanan

4

3

1

2

Koordinator

Kabid Akademik,
Kemahasiswaan

dan Kelembagaan

Selesai Proses6

Sekretaris
Pelaksana

5

1. Pemohon datang ke Kopertis Wilayah VI;
2. Pemohon terlebih dahulu ke resepsionis untuk mengisi buku

tamu dan menentukan pilihan layanan dan keperluannya;
3. Pemohon menuju ke ruangan Seksi Akademik dan

Kemahasiswaan dan menyampaikan berkas persyaratan;
4. Berkas/dokumen diterima oleh Seksi Akademik dan

Kemahasiswaan dan diproses;
5. Koordinator menunjuk pejabat/pegawai untuk memproses

dan membuat surat keterangan validasi ijazah;
6. Pejabat/pegawai yang ditunjuk menyampaikan surat

keterangan kepada pemohon.

3. Jangka waktu
penyelesaian

Maksimal 7 hari kerja

4. Biaya/tarif Tidak dipungut biaya

5. Produk
pelayanan

Surat keterangan validasi ijazah



6. Penanganan
pengaduan,
saran, dan
masukan

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara
tertulis melalui surat yang ditujukan kepada :
Koordinator Kopertis Wilayah VI
Alamat : Jl. Pawiyatan Luhur I/1, Bendan Dhuwur, Semarang

2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via:
Telepon  : 024-8317281, 8311521
Faksimili : 024-8311273
Email       : pengaduan@kopertis6.or.id



B. STANDAR PELAYANAN VALIDASI IJAZAH
(MANUFACTURING)

NO. KOMPONEN URAIAN

1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81
Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan
Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi

2. Sarana,
prasarana,
dan/atau
fasilitas

1. Ruang tamu ber-AC, meja, kursi tamu
2. Komputer dengan akses internet
3. Ruang penyimpanan dokumen
4. Printer
5. Scanner
6. Telepon

3. Kompetensi
pelaksana

1. SDM yang memiliki pengetahuan tentang peraturan dan
kebijakan di bidang akademik perguruan tinggi;

2. SDM yang memiliki ketelitian, kecekatan, kesabaran,
keramahan, dan integritas yang tinggi

4. Pengawasan
Internal

1. Supervisi atasan langsung
2. Dilakukan sistem pengendalian internal
3. Dilaksanakan secara kontinu
4. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi

5. Jumlah
pelaksana

2 (dua) orang

6. Jaminan
pelayanan

1. Pelayanan diberikan secara transparan, cermat, tepat waktu,
dan dapat dipertanggungjawabkan

2. Pemohon dapat menilai perkembangan prosesnya

7. Jaminan
keamanan dan
keselamatan
pelayanan

Selama pemberian pelayanan dijamin rasa aman dan bebas dari
bahaya

8. Evaluasi kinerja
pelaksana

Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1
kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan perbaikan untuk
menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.



A. STANDAR PELAYANAN PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN AKADEMIK DOSEN ASISTEN
AHLI DAN LEKTOR
(SERVICE DELIVERY)

NO. KOMPONEN URAIAN

1. Persyaratan
Pelayanan

1. Surat Pengantar dari Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta
(Rektor/Ketua/Direktur);

2. NIDN (Print Out dari Laman http://forlap.ristekdikti.go.id) sebagai
Dosen Tetap;

3. Salinan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Dosen Tetap;
4. Salinan Ijazah S1/D.IV, S2/Sp.I, dan S3/Sp.2, Disahkan Pejabat

yang Berwenang (Cap Stempel Basah);
5. Salinan Surat Keputusan Pemberian Tugas Belajar, Disahkan oleh

Pejabat yang Berwenang (Cap Stempel Basah) bagi Dosen yang
Baru Menyelesaiakan Tugas Belajar;

6. Salinan Surat Keputusan Pengaktifan Kembali setelah Selesai
Melaksanakan  Tugas Belajar, Disahkan oleh Pejabat yang
Berwenang (Cap Stempel Basah);

7. Asli DUPAK yang Telah Ditandatangani oleh Pejabat yang
Berwenang;

8. Salinan Keputusan PAK Terakhir, Disahkan oleh Pejabat yang
Berwenang;

9. Salinan Surat Keputusan Jabatan Terakhir, Disahkan oleh Pejabat
yang Berwenang;

10. Salinan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir, Disahkan
oleh Pejabat yang Berwenang;

11. Asli Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan Pendidikan dan
Pengajaran (Ditandatangani di Atas Meterai Rp6.000,00);

12. Asli Surat Keterangan Melaksanakan Kegiatan Penelitian
(Ditandatangani di Atas Meterai Rp6.000,00);

13. Asli Daftar Kegiatan Penelitian (Ditandatangani di Atas Meterai
Rp.6.000,00);

14. Asli Surat Pernyataan Melaksanakan Pengabdian Pada
Masyarakat (Ditandatangani di Atas Meterai Rp6.000,00);

15. Asli Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan Penunjang
Tridharma Perguruan Tinggi (Ditandatangani di Atas Meterai
Rp6.000,00);

16. Asli Berita Acara Pertimbangan/Persetujuan Senat Perguruan
Tinggi/Kriterium;

17. Daftar Hadir Anggota Senat;
18. Asli Surat Pernyataan Pengesahan Hasil Validasi Karya Ilmiah

(Ditandatangani di Atas Meterai Rp6.000,00);
19. Asli Surat Pernyataan Keabsahan Karya Ilmiah (Ditandatangani di

Atas Meterai Rp6.000,00);
20. Asli Lembar Hasil Penilaian Karya Ilmiah Peer Review;
21. Asli Jurnal dan Karya Ilmiah;
22. Bukti Unggah Jurnal dan Karya Ilmiah;
23. Mata Kuliah yang Diampu/Dibina dan Karya Ilmiah Harus Sesuai

dengan Bidang Ilmu/Ijazah Terakhir serta Penempatan Sesuai
dengan Fakultas/Prodi yang Relevan;



24. Pengangkatan Pertama Dosen dalam Jabatan Akademik:
a. Asisten Ahli:

1) memiliki ijazah magister atau yang sederajat dari
perguruan tinggi dan/atau program studi
terakreditasi sesuai dengan bidang ilmu penugasan;

2) pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I,
golongan ruang III/b bagi PNS.

b. Lektor:
1) memiliki ijazah doktor atau yang sederajat dari

perguruan tinggi dan/atau program studi
terakreditasi sesuai dengan bidang ilmu penugasan;

2) pangkat paling rendah Penata, golongan ruang III/c
bagi PNS.

c. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1
tahun terakhir;

d. melaksanakan tugas mengajar paling singkat 1 tahun;
e. mempunyai paling sedikit 1 karya ilmiah yang

dipublikasikan pada jurnal ilmiah nasional sebagai penulis
pertama;

f. melaksanakan paling sedikit 1 kegiatan pengabdian kepada
masyarakat;

g. telah memenuhi paling sedikit 10 angka kredit di luar
angka kredit ijazah yang dihitung sejak yang
bersangkutan melaksanakan tugas sebagai dosen tetap
termasuk angka kredit pendidikan dan pelatihan (Diklat)
prajabatan.

25. Kenaikan Jabatan Akademik dari Asisten Ahli ke Lektor dan
enaikan Pangkat dalam Lingkup Jabatan yang Sama:
a. paling singkat 2 tahun menduduki jabatan terakhir atau

dalam pangkat terakhir;
b. telah memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan baik

secara kumulatif maupun setiap unsur kegiatan pada
lingkup jabatan tersebut:
1) Pendidikan ≥ 45%;
2) Penelitian ≥ 35%;
3) Pengabdian kepada Masyarakat ≤ 10%;
4) Penunjang Tri Dharma≤ 10%.

c. memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam:
1) jurnal ilmiah nasional sebagai penulis pertama

(kenaikan jabatan akademik dari Asisten Ahli ke
Lektor);

2) jurnal ilmiah nasional dan/atau internasional untuk
jabatan Lektor sebagai penulis utama (kenaikan
pangkat dalam lingkup jabatan yang sama).

26. Memiliki kinerja, integritas, etika dan tata krama, serta tanggung
jawab yang dibuktikan dengan berita acara rapat pertimbangan
Senat Fakultas bagi Universitas/Institut atau Senat Perguruan
Tinggi bagi Sekolah Tinggi/Politeknik dan Akademi.



2. Sistem,
mekanisme,
dan prosedur

1. Pemohon (Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta/ atau petugas yang
ditunjuk) datang ke Kopertis Wilayah VI;

2. Pemohon terlebih dahulu ke resepsionis untuk mengisi buku tamu
dan menentukan pilihan layanan dan keperluannya;

3. Pemohon menuju ke ruangan subbag kepegawaian dan
menyampaikan berkas sesuai dengan persyaratan,
berkas/dokumen diterima dan diperiksa oleh subbag kepegawaian
jika lengkap dan sesuai persyaratan berkas diproses;

4. Subbag kepegawaian menyampaikan berkas ke TIM PAK, TIM PAK
melakukan penilaian dan menyampaikan hasilnya ke subbag
kepegawaian;

5. Subbag kepegawaian memproses SK jabatan fungsional, diperiksa
oleh Kabag Umum dan Sekretaris Pelaksana dan ditandatangani
Koordinator.

6. Subbag kepegawaian menyampaikan surat keputusan dan
penilaian PAK yang telah disahkan oleh Koordinator Kopertis
Wilayah VI Semarang kepada pemohon.

3. Jangka waktu
penyelesaian

Maksimal 45 hari kerja

4. Biaya/tarif Tidak dipungut biaya

5. Produk
pelayanan

Penetapan Angka Kredit (PAK) dan Surat Keputusan (SK) Jabatan
Akademik Dosen.

6. Penanganan
pengaduan,
saran, dan
masukan

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara
tertulis melalui surat yang ditujukan kepada :
Koordinator Kopertis Wilayah VI
Alamat : Jl. Pawiyatan Luhur I/1, Bendan Dhuwur, Semarang



2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via:
Telepon  : 024-8317281, 8311521
Faksimili : 024-8311273
Email       : pengaduan@kopertis6.or.id



B. STANDAR PELAYANAN PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN AKADEMIK DOSEN
ASISTEN AHLI DAN LEKTOR
(MANUFACTURING)

NO. KOMPONEN URAIAN

1. Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 17 tahun 2013 tentang Jabatan
Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun
2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi
Nomor 17 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan
Angka Kreditnya

3. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan
Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 4/VIII/PB/2014,
Nomor 24 Tahun 2014 tentuan Ketentuan Pelaksanaan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana
telah diubah dengan PERMENPAN dan RB RI Nomor 46
Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka
Kreditnya

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional
Dosen

5. Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan
Pangkat/Jabatan Akademik Dosen, Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Tahun 2014

2. Sarana,
prasarana,
dan/atau
fasilitas

1. Ruang tamu ber-AC, meja, kursi tamu
2. Komputer dengan akses internet
3. Ruang penyimpanan dokumen
4. Printer
5. Scanner
6. Telepon

3. Kompetensi
pelaksana

1. SDM yang memiliki pengetahuan tentang peraturan dan
kebijakan di bidang kepegawaian

2. SDM yang memiliki pengetahuan tentang peraturan dan
kebijakan di bidang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka
Kreditnya.

4. Pengawasan
Internal

1. Supervisi atasan langsung
2. Dilakukan sistem pengendalian internal
3. Dilaksanakan secara kontinu
4. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi

5. Jumlah
pelaksana

6 (enam) orang



6. Jaminan
pelayanan

1. Pelayanan diberikan secara transparan, cermat, tepat waktu,
dan dapat dipertanggungjawabkan

2. Pemohon dapat menilai perkembangan prosesnya

7. Jaminan
keamanan dan
keselamatan
pelayanan

Selama pemberian pelayanan dijamin rasa aman dan bebas dari
bahaya

8. Evaluasi kinerja
pelaksana

Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1
kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan perbaikan untuk
menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.



A. STANDAR PELAYANAN PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN AKADEMIK DOSEN LEKTOR
KEPALA DAN PROFESOR
(SERVICE DELIVERY)

NO
. KOMPONEN URAIAN

1. Persyaratan
Pelayanan

1. Surat Pengantar Dari Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta
(Rektor/Ketua/Direktur);

2. NIDN (Print Out Dari Laman http://forlap.dikti.go.id) Sebagai Dosen
Tetap;

3. Salinan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Dosen Tetap;
4. Salinan Ijazah S1/D.IV, S2/Sp.I, dan S3/Sp.2, Disahkan Pejabat yang

Berwenang (Cap Stempel Basah);
5. Salinan Surat Keputusan Pemberian Tugas Belajar, Disahkan oleh

Pejabat yang Berwenang (Cap Stempel Basah) bagi Dosen yang Baru
Menyelesaikan Tugas Belajar;

6. Salinan Surat Keputusan Pengaktifan Kembali Setelah Selesai
Melaksanakan  Tugas Belajar, Disahkan oleh Pejabat yang Berwenang
(Cap Stempel Basah);

7. Asli DUPAK yang Telah Ditandatangani oleh Pejabat yang Berwenang;
8. Salinan Keputusan PAK Terakhir, Disahkan oleh Pejabat yang

Berwenang;
9. Salinan Surat Keputusan Jabatan Terakhir, Disahkan oleh Pejabat yang

Berwenang;
10. Salinan Sertifikat Pendidik Dosen (Serdos), Disahkan oleh Pejabat yang

Berwenang;
11. Salinan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir, Disahkan oleh

Pejabat yang Berwenang;
12. Asli Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan Pendidikan dan

Pengajaran (Ditandatangani di Atas Meterai Rp6.000,00);
13. Asli Surat Keterangan Melaksanakan Kegiatan Penelitian

(Ditandatangani  di Atas Meterai Rp6.000,00);
14. Asli Daftar Kegiatan Penelitian (Ditandatangani di Atas Meterai

Rp6.000,00);
15. Asli Surat Pernyataan Melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat

(Ditandatangani  di Atas Meterai Rp6.000,00);
16. Asli Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan Penunjang Tridharma

Perguruan Tinggi (Ditandatangani di Atas Meterai Rp6.000,00);
17. Asli Berita Acara Pertimbangan/Persetujuan Senat Perguruan

Tinggi/Kriterium;
18. Daftar Hadir Anggota Senat;
19. Asli Surat Pernyataan Pengesahan Hasil Validasi Karya Ilmiah

(Ditandatangani di Atas Meterai Rp6.000,00);
20. Asli Surat Pernyataan Keabsahan Karya Ilmiah (Ditandatangani di Atas

Meterai Rp6.000,00);
21. Asli Lembar Hasil Penilaian Karya Ilmiah Peer Review;
22. Asli Jurnal dan Karya Ilmiah;
23. Bukti Unggah Jurnal dan Karya Ilmiah;
24. Mata Kuliah yang Diampu/Dibina dan Karya Ilmiah Harus Sesuai dengan

Bidang Ilmu/Ijazah Terakhir serta Penempatan Sesuai dengan
Fakultas/Prodi yang Relevan;



25. paling singkat 2 tahun menduduki jabatan terakhir atau dalam pangkat
terakhir;

26. telah memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan baik secara kumulatif
maupun setiap unsur kegiatan pada lingkup jabatan tersebut:
a. ke Lektor Kepala:

1) Pendidikan ≥ 40%;
2) Penelitian ≥ 40%;
3) Pengabdian kepada Masyarakat ≤ 10%;
4) Penunjang Tri Dharma ≤ 10%.

b. ke Profesor:
1) Pendidikan ≥ 35%;
2) Penelitian ≥ 45%;
3) Pengabdian kepada Masyarakat ≤ 10%;
4) Penunjang Tri Dharma ≤ 10%.

27. Memiliki sertifikat pendidik;
28. memiliki kualifikasi akademik doktor (S3) (khusus kenaikan jabatan ke

profesor dan Kenaika ke Lektor Kepala/Profesor secara Loncat Jabatan);
29. paling singkat 3 tahun setelah memperoleh ijazah doktor (S3) (khusus

kenaikan jabatan ke profesor);
30. memiliki pengalaman kerja sebagai Dosen Tetap paling singkat 10 tahun

(khusus kenaikan jabatan ke profesor);
31. memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam:

a. ke Lektor Kepala:
1) memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal

ilmiah nasional terakreditasi atau internasional sebagai
penulis pertama bagi yang memiliki kualifikasi akademik
doktor (S3);

2) memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal
ilmiah internasional atau internasional bereputasi sebagai
penulis pertama bagi yang memiliki kualifikasi akademik
magister (S2);

3) memiliki paling sedikit 2 karya ilmiah yang dipublikasikan
pada jurnal ilmiah internasional bereputasi sebagai penulis
pertama (khusus loncat jabatan dari Asisten Ahli ke Lektor
Kepala);

4) memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal
ilmiah nasional dan/atau internasional sebagai penulis
utama (khusus kenaikan pangkat dalam lingkup jabatan
Lektor Kepala).

b. ke Profesor:
1) memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal

ilmiah internasional bereputasi sebagai penulis pertama;
2) memiliki paling sedikit 4 karya ilmiah yang dipublikasikan

pada jurnal ilmiah internasional bereputasi sebagai penulis
pertama (khusus loncat jabatan dari Lektor ke Profesor);

3) memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal
ilmiah nasional terakreditasi sebagai penulis utama (khusus
kenaikan pangkat dalam lingkup jabatan Profesor).

32. memiliki kinerja, integritas, etika dan tata krama, serta tanggung jawab
yang dibuktikan dengan brita acara rapat persetujuan Senat Perguruan
Tinggi.



2. Sistem,
mekanisme,
dan prosedur

1. Pemohon (Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta/ atau petugas yang
ditunjuk) datang ke Kopertis Wilayah VI;

2. Pemohon terlebih dahulu ke resepsionis untuk mengisi buku tamu dan
menentukan pilihan layanan dan keperluannya;

3. Pemohon menuju ke ruangan subbag kepegawaian dan menyampaikan
berkas sesuai dengan persyaratan, berkas/dokumen diterima dan
diperiksa oleh subbag kepegawaian jika lengkap dan sesuai persyaratan
berkas diproses;

4. Subbag kepegawaian menyampaikan berkas ke TIM PAK, TIM PAK
melakukan penilaian dan menyampaikan hasilnya ke subbag
kepegawaian;

5. Subbag kepegawaian melalui operator SIMPAK menyampaikan secara
online melalui laman pakdikti.go.id ke Direktorat Jenderal Sumber Daya
Iptek dan Dikti.

3. Jangka waktu
penyelesaian

Maksimal 60 hari kerja

4. Biaya/tarif Tidak dipungut biaya

5. Produk
pelayanan

Surat rekomendasi usulan jabatan akademik dosen Lektor Kepala atau Profesor.

6. Penanganan
pengaduan,

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis
melalui surat yang ditujukan kepada :



saran, dan
masukan

Koordinator Kopertis Wilayah VI
Alamat : Jl. Pawiyatan Luhur I/1, Bendan Dhuwur, Semarang

2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via:
Telepon  : 024-8317281, 8311521
Faksimili : 024-8311273
Email       : pengaduan@kopertis6.or.id



B. STANDAR PELAYANAN PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN AKADEMIK DOSEN
LEKTOR KEPALA DAN PROFESOR
(MANUFACTURING)

NO. KOMPONEN URAIAN

1. Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 17 tahun 2013 tentang Jabatan
Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun
2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi
Nomor 17 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan
Angka Kreditnya

3. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan
Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 4/VIII/PB/2014,
Nomor 24 Tahun 2014 tentuan Ketentuan Pelaksanaan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana
telah diubah dengan PERMENPAN dan RB RI Nomor 46
Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka
Kreditnya

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional
Dosen

5. Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan
Pangkat/Jabatan Akademik Dosen, Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Tahun 2014

2. Sarana,
prasarana,
dan/atau
fasilitas

1. Ruang tamu ber-AC, meja, kursi tamu
2. Komputer dengan akses internet
3. Ruang penyimpanan dokumen
4. Printer
5. Scanner
6. Telepon

3. Kompetensi
pelaksana

1. SDM yang memiliki pengetahuan tentang peraturan dan
kebijakan di bidang kepegawaian

2. SDM yang memiliki pengetahuan tentang peraturan dan
kebijakan di bidang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka
Kreditnya.

4. Pengawasan
Internal

1. Supervisi atasan langsung
2. Dilakukan sistem pengendalian internal
3. Dilaksanakan secara kontinu
4. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi

5. Jumlah
pelaksana

6 (enam) orang

6. Jaminan
pelayanan

1. Pelayanan diberikan secara transparan, cermat, tepat waktu,
dan dapat dipertanggungjawabkan

2. Pemohon dapat menilai perkembangan prosesnya



7. Jaminan
keamanan dan
keselamatan
pelayanan

Selama pemberian pelayanan dijamin rasa aman dan bebas dari
bahaya

8. Evaluasi kinerja
pelaksana

Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1
kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan perbaikan untuk
menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.



A. STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI BEASISWA DOSEN
(SERVICE DELIVERY)

NO. KOMPONEN URAIAN
1. Persyaratan

Pelayanan
1. Surat pengantar dari Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta

(Rektor/Ketua/Direktur) (khusus rekomendasi usulan pendaftaran
BUDI-DN/LN);

2. NIDN (print out dari laman http://forlap.ristekdikti.go.id) sebagai
dosen tetap (khusus rekomendasi usulan pendaftaran BUDI-
DN/LN);

3. Salinan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Dosen Tetap
(khusus rekomendasi usulan pendaftaran BUDI-DN/LN);

4. Salinan ijazah S1/D.IV, S2/Sp.I, dan S3/Sp.2, disahkan pejabat yang
berwenang (Cap Stempel Basah) (khusus rekomendasi usulan
pendaftaran BUDI-DN/LN);

5. Salinan surat keputusan jabatan terakhir dan penetapan angka
kredit, disahkan oleh pejabat yang berwenang (khusus
rekomendasi usulan pendaftaran BUDI-DN/LN);

6. Salinan surat keputusan kenaikan pangkat terakhir, disahkan oleh
pejabat yang berwenang (khusus rekomendasi usulan pendaftaran
BUDI-DN/LN);

7. Salinan sertifikat bukti kemampuan berbahasa Inggris dengan nilai
TOEFL institusional (ITP) minimal 500 atau IBT minimal 65, atau
IELTS minimal 5.5, yang masih berlaku (maksimal 2 (dua) tahun
sejak sertifikat dikeluarkan). Apabila ada dua syarat atau lebih nilai
TOEFL/IELTS  yang berlaku di PT luar negeri yang dituju, syarat nilai
TOEFL/IELTS dari PT luar negeri yang berlaku (khusus rekomendasi
usulan pendaftaran BUDI-LN);

8. Asli sertifikat penguasaan bahasa pengantar (selain bahasa Inggris)
yang digunakan di perguruan tinggi atau negara tujuan yang masih
berlaku (maksimal 2 (dua) tahun sejak sertifikat dikeluarkan) dan
sesuai standar yang diminta perguruan tinggi atau negara tujuan
(khusus rekomendasi usulan pendaftaran BUDI-LN);

9. Asli Letter of Acceptance (LoA) atau Letter of Offer (LoO) yang
masih berlaku dan bebas syarat (unconditional) dari perguruan
tinggi luar negeri yang dituju (khusus rekomendasi usulan
pendaftaran BUDI-LN);

10. Usulan penelitian (research proposal) dan rencana publikasi di
jurnal internasional bereputasi bagi pelamar program S2 By
Research atau program S3 yang telah disetujui (sekurang-
kurangnya sudah dikomunikasikan secara tertulis) oleh calon
pembimbing di perguruan tinggi luar negeri yang dituju (khusus
rekomendasi usulan pendaftaran BUDI-LN);

11. Untuk program S3, pelamar harus mempunyai usulan penelitian
dan rencana publikasi di jurnal internasional bereputasi yang
disetujui oleh, atau sekurang-kurangnya sudah dikomunikasikan
secara tertulis dengan calon pembimbing di perguruan tinggi luar
negeri yang dituju (khusus rekomendasi usulan pendaftaran BUDI-
LN);



12. Kartu pendaftaran beasiswa (BUDI-LN) yang diunduh pada laman
http://beasiswa.ristekdikti.go.id/budiln (khusus rekomendasi izin
wawancara BUDI-LN);

13. Surat pengumuman panggilan wawancara calon penerima
beasiswa BUDI-LN yang dikeluarkan oleh Direktorat Sumber Daya
Iptek dan Pendidikan Tinggi beserta lampiran daftar peserta
wawancara BUDI-LN (khusus rekomendasi izin wawancara BUDI-
LN);

14. Salinan sertifikat bukti kemampuan potensi akademik (TPA)
minimal 550 (khusus rekomendasi izin wawancara BUDI-LN);

15. Surat pengumuman hasil wawancara beasiswa BUDI-LN yang
dikeluarkan oleh Direktorat Sumber Daya Iptek dan Pendidikan
Tinggi beserta lampiran daftar peserta wawancara BUDI-LN
(khusus rekomendasi izin Studi Lanjut BUDI-LN);

16. Daftar Riwayat Hidup (khusus rekomendasi izin Studi Lanjut BUDI-
LN);

17. Surat perjanjian ditandatangani di atas meterai Rp6.000 bagi
dosen PNS (khusus rekomendasi izin Studi Lanjut BUDI-LN);

18. Salinan KTP (khusus rekomendasi izin Studi Lanjut BUDI-LN);
19. Pas foto berwarna ukuran 4x6 dengan latar belakang putih (khusus

rekomendasi izin Studi Lanjut BUDI-LN);
20. Surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa dari lembaga

mana pun (khusus rekomendasi izin Studi Lanjut BUDI-LN);
21. Paspor dinas yang masih berlaku (khusus rekomendasi izin Studi

Lanjut BUDI-LN);
22. Memenuhi persyaratan Tugas Belajar yang ditetapkan pada

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009;
23. Penerima BUDI-DN diwajibkan untuk mengikuti seluruh ketentuan

akademik yang berlaku di PPs Penyelenggara BUDI-DN dan/atau
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009;

24. Mendapatkan persetujuan Pemimpin Perguruan Tinggi Swasta;
25. Hanya diperbolehkan mengajukan usulan kepada satu perguruan

tinggi (PT) penyelenggara BUDI-DN;
26. Beasiswa BUDI-DN tidak diberikan kepada pelamar yang pernah

menerima BPPS, BU, atau Beasiswa Luar Negeri Dikti pada jenjang
pendidikan pascasarjana yang sama;

27. Beasiswa BUDI-DN tidak diberikan kepada mereka yang sedang
menerima beasiswa (yang meliputi: biaya hidup, biaya pembelian
buku, biaya penelitian,dan/atau biaya penyelenggaraan
pendidikan) yang bersumber dari dana Pemerintah Republik
Indonesia;

28. Beasiswa BUDI-DN diberikan kepada mahasiswa yang memulai
perkuliahan pada semester gasal (perkuliahan dimulai pada bulan
september);

29. Batas usia penerima BUDI-DN Dosen adalah 47 tahun untuk S2 dan
50 tahun untuk S3 terhitung pada tanggal 1 September tahun
berjalan;

30. Persyaratan IPK tidak diberlakukan untuk BUDI-DN dosen.
Meskipun demikian, PPs Penyelenggara pada umumnya memiliki
persyaratan IPK pada saat proses penerimaan mahasiswa baru;



31. Jangka waktu pemberian BUDI-DN adalah maksimum 24 bulan
untuk program magister (S2) dan 36 bulan untuk program doktor
(S3);

32. Setelah menyelesaikan studi, penerima BUDI-DN diwajibkan untuk
kembali mengabdi ke perguruan tinggi tempat bekerja selama
1n+1 tahun (n adalah lama masa menerima BUDI-DN dalam satuan
tahun);

33. Penerima BUDI-DN yang melanggar ketentuan-ketentuan tersebut
dikenakan sanksi berupa pengembalian dana BUDI-DN sebesar dua
kali jumlah yang dikeluarkan oleh Pemerintah ke Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara (KPPN) melalui mekanisme pengembalian
yang berlaku;

34. Setelah menyelesaikan studi, penerima BUDI-DN diwajibkan untuk
kembali mengabdi ke perguruan tinggi tempat bekerja selama
1n+1 tahun (n adalah lama masa menerima BUDI-DN dalam satuan
tahun);

35. Penerima BUDI-DN yang melanggar ketentuan-ketentuan tersebut
dikenakan sanksi berupa pengembalian dana BUDI-DN sebesar dua
kali jumlah yang dikeluarkan oleh Pemerintah ke Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara (KPPN) melalui mekanisme pengembalian
yang berlaku;

36. Dosen Tetap yang melamar BUDI-LN program pendidikan S3 harus
telah memiliki gelar S2 atau yang setara, sedangkan untuk tenaga
kependidikan yang melamar program pendidikan S2 harus telah
memiliki gelar S1 atau yang setara;

37. Tidak bisa menggunakan BUDI-LN untuk mendapatkan gelar kedua
dalam strata yang sama;

38. Untuk dosen tetap, umur pelamar tidak lebih dari 50 tahun ketika
mendaftar BUDI-LN;

39. Pelamar BUDI-LN yang berstatus suami dan istri dari bidang
keilmuan yang sama tidak diperkenankan melamar pada
perguruan tinggi yang sama dan/atau dibimbing oleh promotor
yang sama.



2. Sistem,
mekanisme,
dan prosedur

1. Pemohon (Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta/ atau petugas yang
ditunjuk) mengisi usulan rekomendasi di sistem.kopertis6.or.id
secara online;

2. Pemohon (Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta/ atau petugas yang
ditunjuk) datang ke Kopertis Wilayah VI;

3. Pemohon terlebih dahulu ke resepsionis untuk mengisi buku tamu
dan menentukan pilihan layanan dan keperluannya;

4. Pemohon menuju ke ruangan subbag kepegawaian dan
menyampaikan berkas sesuai dengan persyaratan,
berkas/dokumen diterima, diperiksa, dan dicek kesesuaian data di
sistem.kopertis6.or.id jika lengkap dan sesuai persyaratan berkas
diproses;

5. Subbag kepegawaian menyiapkan surat rekomendasi, diperiksa
oleh kabag, sekretaris pelaksana, di tandatangani Koordinator dan
kembali ke subbag kepegawaian;

6. Subbag kepegawaian menyampaikan surat rekomendasi kepada
pemohon.

3. Jangka waktu
penyelesaian

Maksimal 10 hari kerja

4. Biaya/tarif Tidak dipungut biaya

5. Produk
pelayanan

Surat rekomendasi beasiswa dosen

6. Penanganan
pengaduan,
saran, dan

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis
melalui surat yang ditujukan kepada :
Koordinator Kopertis Wilayah VI



masukan Alamat : Jl. Pawiyatan Luhur I/1, Bendan Dhuwur, Semarang
2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via:

Telepon  : 024-8317281, 8311521
Faksimili : 024-8311273
Email       : pengaduan@kopertis6.or.id



B. STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI BEASISWA DOSEN
(MANUFACTURING)

NO. KOMPONEN URAIAN

1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun
1986 Tentang Tunjangan Tugas Belajar Bagi Tenaga Pengajar
Biasa Pada Perguruan Tinggi Yang Ditugaskan Mengikuti
Pendidikan Pada Fakultas Pasca Sarjana

3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang
Pemberian Tugas Belajar

4. Permendiknas nomor 48 Tahun 2009 tentang Pedoman
Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional

5. Permendiknas nomor 17 Tahun 2011 tentang Pemberian
Beasiswa Untuk Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pada
Pendidikan Tinggi

6. Keputusan Menteri Pertama nomor 224/MP/1961 tentang
Peraturan Pelaksanaan Tentang Pemberian Tugas Belajar di
Dalam dan Di Luar Negeri

7. Pedoman BUDI-DN Kemenristekdikti

2. Sarana,
prasarana,
dan/atau
fasilitas

1. Ruang tamu ber-AC, meja, kursi tamu
2. Komputer dengan akses internet
3. Ruang penyimpanan dokumen
4. Printer
5. Scanner
6. Telepon

3. Kompetensi
pelaksana

1. SDM yang memiliki pengetahuan tentang peraturan dan
kebijakan di bidang kepegawaian

2. SDM yang memiliki pengetahuan tentang peraturan dan
kebijakan di bidang studi lanjut dosen

4. Pengawasan
Internal

1. Supervisi atasan langsung
2. Dilakukan sistem pengendalian internal
3. Dilaksanakan secara kontinu
4. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi

5. Jumlah
pelaksana

6 (enam) orang

6. Jaminan
pelayanan

1. Pelayanan diberikan secara transparan, cermat, tepat waktu,
dan dapat dipertanggungjawabkan

2. Pemohon dapat menilai perkembangan prosesnya
7. Jaminan

keamanan dan
keselamatan
pelayanan

Selama pemberian pelayanan dijamin rasa aman dan bebas dari
bahaya

8. Evaluasi kinerja
pelaksana

Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1
kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan perbaikan untuk
menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.



A. STANDAR PELAYANAN PEMBERIAN PERPANJANGAN WAKTU BEASISWA LUAR NEGERI
(SERVICE DELIVERY)

NO
. KOMPONEN URAIAN

1. Persyaratan
Pelayanan

1. Surat pengantar dari Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta
(Rektor/Ketua/Direktur);

2. Research Progress Report yang ditandatangani oleh supervisor;
3. Publikasi hasil penelitian pada jurnal internasional.

2. Sistem,
mekanisme,
dan prosedur

1. Pemohon (Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta/ atau petugas yang
ditunjuk) datang ke Kopertis Wilayah VI;

2. Pemohon terlebih dahulu ke resepsionis untuk mengisi buku tamu dan
menentukan pilihan layanan dan keperluannya;

3. Pemohon menuju ke ruangan subbag kepegawaian dan menyampaikan
berkas sesuai dengan persyaratan, berkas/dokumen diterima dan
diperiksa oleh subbag kepegawaian jika lengkap dan sesuai persyaratan
berkas diproses;

4. Subbag kepegawaian menyiapkan surat rekomendasi diperiksa oleh
Kabag Umum, Sekretaris Pelaksana, dan ditandatangani Koordinator.

5. Subbag kepegawaian menyampaikan surat rekomendasi perpanjangan
waktu beasiswa luar negeri kepada Sekretariat Jenderal Biro Sumber
Daya Manusia.

3. Jangka waktu
penyelesaian

Maksimal 10 hari kerja

4. Biaya/tarif Tidak dipungut biaya

5. Produk
pelayanan

Surat rekomendasi perpanjangan waktu beasiswa.



6. Penanganan
pengaduan,
saran, dan
masukan

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis
melalui surat yang ditujukan kepada :
Koordinator Kopertis Wilayah VI
Alamat : Jl. Pawiyatan Luhur I/1, Bendan Dhuwur, Semarang

2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via:
Telepon  : 024-8317281, 8311521
Faksimili : 024-8311273
Email       : pengaduan@kopertis6.or.id



B. STANDAR PELAYANAN PEMBERIAN PERPANJANGAN WAKTU BEASISWA LUAR
NEGERI
(MANUFACTURING)

NO. KOMPONEN URAIAN

1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen

2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang
Pemberian Tugas Belajar

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun
1986 Tentang Tunjangan Tugas Belajar Bagi Tenaga Pengajar
Biasa Pada Perguruan Tinggi Yang Ditugaskan Mengikuti
Pendidikan Pada Fakultas Pasca Sarjana

4. Permendiknas nomor 48 Tahun 2009 tentang Pedoman
Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional

5. Permendiknas nomor 17 Tahun 2011 tentang Pemberian
Beasiswa Untuk Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pada
Pendidikan Tinggi

6. Keputusan Menteri Pertama nomor 224/MP/1961 tentang
Peraturan Pelaksanaan Tentang Pemberian Tugas Belajar di
Dalam dan Di Luar Negeri

7. Pedoman BPP-LN Ditjen Pendidikan Tinggi.

2. Sarana,
prasarana,
dan/atau
fasilitas

1. Ruang tamu ber-AC, meja, kursi tamu
2. Komputer dengan akses internet
3. Ruang penyimpanan dokumen
4. Printer
5. Scanner
6. Telepon

3. Kompetensi
pelaksana

1. SDM yang memiliki pengetahuan tentang peraturan dan
kebijakan di bidang kepegawaian

2. SDM yang memiliki pengetahuan tentang peraturan dan
kebijakan di bidang studi lanjut dosen

4. Pengawasan
Internal

1. Supervisi atasan langsung
2. Dilakukan sistem pengendalian internal
3. Dilaksanakan secara kontinu
4. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi

5. Jumlah
pelaksana

6 (enam) orang

6. Jaminan
pelayanan

1. Pelayanan diberikan secara transparan, cermat, tepat waktu,
dan dapat dipertanggungjawabkan

2. Pemohon dapat menilai perkembangan prosesnya

7. Jaminan
keamanan dan
keselamatan
pelayanan

Selama pemberian pelayanan dijamin rasa aman dan bebas dari
bahaya



8. Evaluasi kinerja
pelaksana

Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1
kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan perbaikan untuk
menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.



A. STANDAR PELAYANAN PENETAPAN INPASING PANGKAT DOSEN BUKAN PNS GOLONGAN III
(SERVICE DELIVERY)

NO. KOMPONEN URAIAN
1. Persyaratan

Pelayanan
1. Surat permohonan dari Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta;
2. Fotokopi Surat Keputusan Ketua Yayasan sebagai Dosen Tetap,

disahkan pejabat yang berwenang;
3. Printout dalam laman http://forlap.ristekdikti.go.id sebagai Dosen

Tetap Yayasan dan memiliki NIDN;
4. Fotokopi Surat Keputusan Jabatan Akademik Awal (minimal Asisten

Ahli dengan angka kredit 100/150) disertai dengan Penetapan
Angka Kredit, disahkan pejabat yang berwenang;

5. Fotokopi Surat Keputusan Jabatan Akademik Akhir disertai dengan
Penetapan Angka Kredit, disahkan pejabat yang berwenang;

6. Fotokopi ijazah yang dimiliki (S1/D.IV, S2/Sp.1 dan S3/Sp.2) beserta
transkrip, disahkan pejabat yang berwenang;

7. Fotokopi Penilaian Prestasi Kerja (SKP) disahkan pejabat yang
berwenang;

8. Fotokopi Sertifikat Pendidik bagi yang memiliki disahkan pejabat
yang berwenang;

9. Fotokopi SK Pangkat Inpassing sebelumnya disahkan pejabat yang
berwenang;

10. Memiliki kualifikasi akademik minimum yang diperoleh melalui
pendidikan tinggi program pascasarjana yang terakreditasi sesuai
dengan bidang keahliannya yaitu :
a. Lulusan program magister untuk program diploma atau

program sarjana; dan
b. Lulusan program doktor untuk program pascasarjana.

2. Sistem,
mekanisme,
dan prosedur



1. Pemohon (Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta/ atau petugas yang
ditunjuk) datang ke Kopertis Wilayah VI;

2. Pemohon terlebih dahulu ke resepsionis untuk mengisi buku tamu
dan menentukan pilihan layanan dan keperluannya;

3. Pemohon menuju ke ruangan subbag kepegawaian dan
menyampaikan berkas sesuai dengan persyaratan, berkas/dokumen
diterima dan diperiksa oleh subbag kepegawaian jika lengkap dan
sesuai persyaratan berkas diproses;

4. Subbag kepegawaian menyiapkan surat keputusan penetapan
inpassing sesuai dengan pejabat penandatangan yang berwenang;

5. Subbag kepegawaian menyampaikan surat keputusan penetapan
inpassing kepada pemohon.

3. Jangka waktu
penyelesaian

Maksimal 7 hari kerja

4. Biaya/tarif Tidak dipungut biaya

5. Produk
pelayanan

Surat Keputusan Inpassing golongan ruang III/a sampai dengan III/d

6. Penanganan
pengaduan,
saran, dan
masukan

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis
melalui surat yang ditujukan kepada :
Koordinator Kopertis Wilayah VI
Alamat : Jl. Pawiyatan Luhur I/1, Bendan Dhuwur, Semarang

2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via:
Telepon  : 024-8317281, 8311521
Faksimili : 024-8311273
Email       : pengaduan@kopertis6.or.id



B. STANDAR PELAYANAN PENETAPAN INPASING PANGKAT DOSEN BUKAN PNS
GOLONGAN III
(MANUFACTURING)

NO. KOMPONEN URAIAN

1. Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012
4. Peraturan pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12

Tahun 2002
5. Peraturan pemerintah Nomor 37 Tahun 2009
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009
7. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011
8. Keputusan Menkowasbangpan Nomor

38/Kep/Mk.Waspan/9/1999
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun2007
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun2008
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun

2012
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13

Tahun 2012
2. Sarana,

prasarana,
dan/atau
fasilitas

1. Ruang tamu ber-AC, meja, kursi tamu
2. Komputer dengan akses internet
3. Ruang penyimpanan dokumen
4. Printer
5. Scanner
6. Telepon

3. Kompetensi
pelaksana

1. SDM yang memiliki pengetahuan tentang peraturan dan
kebijakan di bidang kepegawaian

2. SDM yang memiliki pengetahuan tentang peraturan dan
kebijakan di bidang penetapan inpassing

4. Pengawasan
Internal

1. Supervisi atasan langsung
2. Dilakukan sistem pengendalian internal
3. Dilaksanakan secara kontinu
4. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi

5. Jumlah
pelaksana

5 (lima) orang

6. Jaminan
pelayanan

1. Pelayanan diberikan secara transparan, cermat, tepat waktu,
dan dapat dipertanggungjawabkan

2. Pemohon dapat menilai perkembangan prosesnya
7. Jaminan

keamanan dan
keselamatan
pelayanan

Selama pemberian pelayanan dijamin rasa aman dan bebas dari
bahaya

8. Evaluasi kinerja
pelaksana

Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1
kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan perbaikan untuk
menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.



A. STANDAR PELAYANAN PENETAPAN INPASING PANGKAT DOSEN BUKAN PNS
GOLONGAN IV
(SERVICE DELIVERY)

NO. KOMPONEN URAIAN

1. Persyaratan
Pelayanan

1. Surat permohonan dari Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta;
2. Fotokopi Surat Keputusan Ketua Yayasan sebagai Dosen

Tetap, disahkan pejabat yang berwenang;
3. Printout dalam laman http://forlap.dikti.go.id sebagai Dosen

Tetap Yayasan dan memiliki NIDN;
4. Fotokopi Surat Keputusan Jabatan Akademik Awal (minimal

Asisten Ahli dengan angka kredit 100/150) disertai dengan
Penetapan Angka Kredit, disahkan pejabat yang berwenang;

5. Fotokopi Surat Keputusan Jabatan Akademik Akhir disertai
dengan Penetapan Angka Kredit, disahkan pejabat yang
berwenang;

6. Fotokopi ijazah yang dimiliki (S1/D.IV, S2/Sp.1 dan S3/Sp.2)
beserta transkrip, disahkan pejabat yang berwenang;

7. Fotokopi Penilaian Prestasi Kerja (SKP) disahkan pejabat yang
berwenang;

8. Fotokopi Sertifikat Pendidik bagi yang memiliki disahkan
pejabat yang berwenang;

9. Fotokopi SK Pangkat Inpassing sebelumnya disahkan pejabat
yang berwenang;

10. Memiliki kualifikasi akademik minimum yang diperoleh
melalui pendidikan tinggi program pascasarjana yang
terakreditasi sesuai dengan bidang keahliannya yaitu :
a. Lulusan program magister untuk program diploma atau

program sarjana; dan
b. Lulusan program doktor untuk program pascasarjana.

2. Sistem,
mekanisme,
dan prosedur

Resepsionis Kepegawaian

Pemohon datang

Mengisi buku tamu dan
menentukan pilihan layanan

4
3

2

Koordinator

Kabag Umum

Sekretaris
Pelaksana

5

1

Sekretariat Jenderal Biro
Sumber Daya Manusia



1. Pemohon (Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta/ atau petugas
yang ditunjuk) datang ke Kopertis Wilayah VI;

2. Pemohon terlebih dahulu ke resepsionis untuk mengisi buku
tamu dan menentukan pilihan layanan dan keperluannya;

3. Pemohon menuju ke ruangan subbag kepegawaian dan
menyampaikan berkas sesuai dengan persyaratan,
berkas/dokumen diterima dan diperiksa oleh subbag
kepegawaian jika lengkap dan sesuai persyaratan berkas
diproses;

4. Subbag kepegawaian menyiapkan surat usulan pembuatan
inpassing golongan IV keatas;

5. Subbag kepegawaian menyampaikan surat usulan pembuatan
Inpassing bagi golongan IV/a keatas, dikirim ke Sekretariat
Jenderal (Biro Sumber Daya Manusia) Kementerian Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

3. Jangka waktu
penyelesaian

Maksimal 7 hari kerja

4. Biaya/tarif Tidak dipungut biaya

5. Produk
pelayanan

Surat usulan Inpassing ditujukan ke Sekretariat Jenderal Kementerian
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Biro Sumber Daya Manusia).

6. Penanganan
pengaduan,
saran, dan
masukan

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara
tertulis melalui surat yang ditujukan kepada :
Koordinator Kopertis Wilayah VI
Alamat : Jl. Pawiyatan Luhur I/1, Bendan Dhuwur, Semarang

2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via:
Telepon  : 024-8317281, 8311521
Faksimili : 024-8311273
Email       : pengaduan@kopertis6.or.id



B. STANDAR PELAYANAN PENETAPAN INPASING PANGKAT DOSEN BUKAN PNS
GOLONGAN IV
(MANUFACTURING)

NO. KOMPONEN URAIAN

1. Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012
4. Peraturan pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12

Tahun 2002
5. Peraturan pemerintah Nomor 37 Tahun 2009
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009
7. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011
8. Keputusan Menkowasbangpan Nomor

38/Kep/Mk.Waspan/9/1999
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun2007
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun2008
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun

2012
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13

Tahun 2012
2. Sarana,

prasarana,
dan/atau
fasilitas

1. Ruang tamu ber-AC, meja, kursi tamu
2. Komputer dengan akses internet
3. Ruang penyimpanan dokumen
4. Printer
5. Scanner
6. Telepon

3. Kompetensi
pelaksana

1. SDM yang memiliki pengetahuan tentang peraturan dan
kebijakan di bidang kepegawaian

2. SDM yang memiliki pengetahuan tentang peraturan dan
kebijakan di bidang penetapan inpassing

4. Pengawasan
Internal

1. Supervisi atasan langsung
2. Dilakukan sistem pengendalian internal
3. Dilaksanakan secara kontinu
4. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi

5. Jumlah
pelaksana

5 (lima) orang

6. Jaminan
pelayanan

1. Pelayanan diberikan secara transparan, cermat, tepat waktu,
dan dapat dipertanggungjawabkan

2. Pemohon dapat menilai perkembangan prosesnya
7. Jaminan

keamanan dan
keselamatan
pelayanan

Selama pemberian pelayanan dijamin rasa aman dan bebas dari
bahaya

8. Evaluasi kinerja
pelaksana

Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1
kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan perbaikan untuk
menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.



A. STANDAR PELAYANAN ALIH JABATAN/TUGAS PEGAWAI NEGERI SIPIL NON DOSEN
MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DOSEN
(SERVICE DELIVERY)

NO. KOMPONEN URAIAN

1. Persyaratan
Pelayanan

1. Surat permohonan PNS yang bersangkutan di atas meterai
Rp6.000,00;

2. Surat persetujuan menerima dari perguruan tinggi yang
dituju;

3. Surat lolos butuh dari Menteri/Pimpinan instansi asal
(serendah-rendahnya Pejabat Eselon II);

4. Surat keterangan rasio dosen dan mahasiswa;
5. Surat keterangan mata kuliah yang akan diampu oleh dosen

yang bersangkutan;
6. Salinan surat keputusan pangkat/golongan terakhir, disahkan

oleh pejabat yang berwenang;
7. Salinan surat keputusan dan penetapan angka kredit jabatan

akademik terakhir, disahkan oleh pejabat yang berwenang
(bila ada);

8. Salinan Ijazah dan transkrip yang dimiliki (S1/DIV, S2/Sp.1 dan
S3/Sp.2),disahkan oleh pejabat yang berwenang;

9. Salinan Penilaian Prestasi Kerja (PPK) dua tahun terakhir
dengan nilai minimal rata – rata baik, yang disahkan dan
dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

10. Surat pernyataan Konduite Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan.

11. Memiliki kualifikasi akademik paling rendah magister dengan
indeks prestasi kumulatif (IPK) paling rendah 3,00 (tiga koma
nol) yang dikeluarkan dari perguruan tinggi yang program
studi bersangkutan terakreditasi minimal B;

12. Memiliki latar belakang bidang ilmu yang sesuai dengan
bidang ilmu yang akan diampu;

13. Memiliki pengalaman mengajar paling sedikit 1 tahun;
14. Untuk yang menduduki jabatan struktural sebagai Eselon I

dan Eselon II, usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun
dan belum memasuki usia pensiun, dengan ketentuan:
1) Untuk yang memiliki ijazah doktor diberikan jabatan

fungsional Lektor dengan angka kredit 200 (dua ratus)
setelah hasil pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi
sebagai dosen tidak tetap dinilai dengan tim penilai
pada perguruan tinggi bersangkutan dan memiliki
paling sedikit 10 (sepuluh) angka kredit;

2) Untuk yang memiliki ijazah magister, diberikan jabatan
fungsional Asisten Ahli dengan angka kredit 150
(seratus lima puluh) setelah hasil pelaksanaan



Tridharma Perguruan Tinggi sebagai dosen tidak tetap
dinilai oleh tim penilai pada perguruan tinggi
bersangkutan dan memiliki paling sedikit 10 (sepuluh)
angka kredit;

3) Untuk yang tidak menduduki jabatan struktural, usia
paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.

2. Sistem,
mekanisme,
dan prosedur

1. Pemohon (Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta/ atau petugas
yang ditunjuk) datang ke Kopertis Wilayah VI;

2. Pemohon terlebih dahulu ke resepsionis untuk mengisi buku
tamu dan menentukan pilihan layanan dan keperluannya;

3. Pemohon menuju ke ruangan subbag kepegawaian dan
menyampaikan berkas sesuai dengan persyaratan,
berkas/dokumen diterima dan diperiksa oleh subbag
kepegawaian jika lengkap dan sesuai persyaratan berkas
diproses;

4. Subbag kepegawaian menyiapkan surat usulan alih
jabatan/tugas diperiksa oleh Kabag Umum,Sekretaris
Pelaksana, dan Koordinator;

5. Subbag kepegawaian menyampaikan surat usulan alih
jabatan/tugas, dikirim ke Biro Sumber Daya Manusia
Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi.

3. Jangka waktu
penyelesaian

Maksimal 7 hari kerja

4. Biaya/tarif Tidak dipungut biaya

5. Produk
pelayanan

Surat usulan alih jabatan/tugas ditujukan ke Sekretariat Jenderal
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Biro Sumber
Daya Manusia).



6. Penanganan
pengaduan,
saran, dan
masukan

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara
tertulis melalui surat yang ditujukan kepada :
Koordinator Kopertis Wilayah VI
Alamat : Jl. Pawiyatan Luhur I/1, Bendan Dhuwur, Semarang

2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via:
Telepon  : 024-8317281, 8311521
Faksimili : 024-8311273
Email       : pengaduan@kopertis6.or.id



B. STANDAR PELAYANAN ALIH JABATAN/TUGAS PEGAWAI NEGERI SIPIL NON DOSEN
MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DOSEN
(MANUFACTURING)

NO. KOMPONEN URAIAN

1. Dasar Hukum 1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo Nomor 43 Tahun 1999
tentang Pokok Pokok Kepegawaian

2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Jo Nomor 34 Tahun
2014  tentang Peraturan gaji PNS

3. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2000 Jo Nomor 12
Tahun 2002 tentang Kenailan Pangkat PNS

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003  tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian
PNS

5. Keputusan Presiden  No 187/M Tahun 2004 tentang Penetapan
Pembentukan dan Pengangkatan Menteri Menteri Kabinet
Indonesia Bersatu

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional  Nomor 158/P/2003
tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat tertentu di
lingkungan Departemen Pendidikan Nasional

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2006
tentang Organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal
Departemen Pendidikan Nasional

2. Sarana,
prasarana,
dan/atau
fasilitas

1. Ruang tamu ber-AC, meja, kursi tamu
2. Komputer dengan akses internet
3. Ruang penyimpanan dokumen
4. Printer
5. Scanner
6. Telepon

3. Kompetensi
pelaksana

1. SDM yang memiliki pengetahuan tentang peraturan dan
kebijakan di bidang kepegawaian

2. SDM yang memiliki pengetahuan tentang peraturan dan
kebijakan di bidang alih jabatan/tugas PNS non dosen
menjadi PNS dosen

4. Pengawasan
Internal

1. Supervisi atasan langsung
2. Dilakukan sistem pengendalian internal
3. Dilaksanakan secara kontinu
4. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi

5. Jumlah
pelaksana

5 (lima) orang

6. Jaminan
pelayanan

1. Pelayanan diberikan secara transparan, cermat, tepat waktu,
dan dapat dipertanggungjawabkan

2. Pemohon dapat menilai perkembangan prosesnya
7. Jaminan

keamanan dan
keselamatan
pelayanan

Selama pemberian pelayanan dijamin rasa aman dan bebas dari
bahaya



8. Evaluasi kinerja
pelaksana

Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1
kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan perbaikan untuk
menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.



A. STANDAR PELAYANAN MUTASI DOSEN PEGAWAI NEGERI SIPIL DIPEKERJAKAN DI
LINGKUNGAN KOPERTIS WILAYAH VI
(SERVICE DELIVERY)

NO. KOMPONEN URAIAN

1. Persyaratan
Pelayanan

1. Surat permohonan dari PNS Dpk yang bersangkutan;
2. Surat lolos butuh dari homebase / instansi asal;
3. Printout http://forlap.dikti.go.id sebagai Dosen PNS Dpk;
4. Surat persetujuan menerima dari perguruan tinggi swasta

yang dituju;
5. Surat Keputusan Jabatan Akademik Dosen/Penetapan Angka

Kredit terakhir yang disahkan dan dilegalisir oleh pejabat yang
berwenang;

6. Salinan Ijazah terakhir yang disahkan dan dilegalisir oleh
pejabat yang berwenang;

7. Penilaian Prestasi Kerja (PPK) dua tahun terakhir dengan nilai
minimal rata – rata baik, yang disahkan dan dilegalisir oleh
pejabat yang berwenang;

8. Surat keterangan rasio dosen dan mahasiswa;
9. Surat keterangan mata kuliah yang diampu oleh dosen yang

bersangkutan;

2. Sistem,
mekanisme,
dan prosedur

1. Pemohon (Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta/ atau petugas
yang ditunjuk) datang ke Kopertis Wilayah VI;

2. Pemohon terlebih dahulu ke resepsionis untuk mengisi buku
tamu dan menentukan pilihan layanan dan keperluannya;

3. Pemohon menuju ke ruangan subbag kepegawaian dan
menyampaikan berkas sesuai dengan persyaratan,
berkas/dokumen diterima dan diperiksa oleh subbag
kepegawaian jika lengkap dan sesuai persyaratan berkas
diproses;

4. Subbag kepegawaian menyiapkan dokumen dan surat
keputusan mutasi dosen PNS dpk diperiksa oleh Kabag Umum,
Sekretaris Pelaksana, dan ditandatangani oleh Koordinator;



5. Subbag kepegawaian menyampaikan surat keputusan mutasi
dosen PNS dpk ke pemohon;

3. Jangka waktu
penyelesaian

Maksimal 7 hari kerja

4. Biaya/tarif Tidak dipungut biaya

5. Produk
pelayanan

Surat keputusan mutasi dosen PNS dpk.

6. Penanganan
pengaduan,
saran, dan
masukan

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara
tertulis melalui surat yang ditujukan kepada :
Koordinator Kopertis Wilayah VI
Alamat : Jl. Pawiyatan Luhur I/1, Bendan Dhuwur, Semarang

2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via:
Telepon  : 024-8317281, 8311521
Faksimili : 024-8311273
Email       : pengaduan@kopertis6.or.id



B. STANDAR PELAYANAN MUTASI DOSEN PEGAWAI NEGERI SIPIL DIPEKERJAKAN DI
LINGKUNGAN KOPERTIS WILAYAH VI
(MANUFACTURING)

NO. KOMPONEN URAIAN

1. Dasar Hukum 1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo Nomor 43 Tahun 1999
tentang Pokok Pokok Kepegawaian

2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan
Pangkat Pegawai Negeri Sipil

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun
2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Peraturan
Penggajian Pegawai Negeri Sipil

8. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tentang Pemberian
Tunjangan Dosen

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13
Tahun 2012 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang
Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat
Tertentu di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan

10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Alih Jabatan / Tugas
Pegawai Negeri Sipil Non Dosen menjadi Pegawai Negeri Sipil
Dosen

11. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
SE/15/M Pan/2004  Tanggal 25 April 2004 tentang
Pendelegasian Wewenang Kepada Kepala Kantor Regional adan
Kepegawaian Negara untuk menetapkan Surat Keputusan dan
Persetujuan Teknis tentang Mutasi Kepegawaian Pegawai
Negeri Sipil

12. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan
Nasional Nomor5072/A4-5/Kp/2009 Tanggal 5 Februari 2009
tentang Perbantuan Pegawai Negeri Sipil keluar Instansi
Departemen Pendidikan Nasional

13. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan
Nasional Nomor 32376/A4-6/Kp/2007 Tanggal 26 Juli 2007
tentang Pedoman Teknis Pemindahan Pegawai Negeri Sipil atas
permohonan sendiri Antar Instansi atau antar Unit Kerja di
Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional

14. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan
Nasional Nomor 2309/A4-3/Kp/2009 Tanggal 29 Januari 2009
tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil antar Unit Kerja



15. Surat Edaran Direktur Tenaga Kependidikan Diriektorat Jenderal
Pendidikan Tinggi Nomor 3387/E4-1/2012 Tanggal 8 Nopember
2012 tentang Kebijakan Baru NIDN dan Pindah Homebase serta
Contoh Surat Keputusan Dosen Tetap.

2. Sarana,
prasarana,
dan/atau
fasilitas

1. Ruang tamu ber-AC, meja, kursi tamu
2. Komputer dengan akses internet
3. Ruang penyimpanan dokumen
4. Printer
5. Scanner
6. Telepon

3. Kompetensi
pelaksana

1. SDM yang memiliki pengetahuan tentang peraturan dan
kebijakan di bidang kepegawaian

2. SDM yang memiliki pengetahuan tentang peraturan dan
kebijakan di bidang mutasi dosen PNS

4. Pengawasan
Internal

1. Supervisi atasan langsung
2. Dilakukan sistem pengendalian internal
3. Dilaksanakan secara kontinu
4. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi

5. Jumlah
pelaksana

5 (lima) orang

6. Jaminan
pelayanan

1. Pelayanan diberikan secara transparan, cermat, tepat waktu,
dan dapat dipertanggungjawabkan

2. Pemohon dapat menilai perkembangan prosesnya

7. Jaminan
keamanan dan
keselamatan
pelayanan

Selama pemberian pelayanan dijamin rasa aman dan bebas dari
bahaya

8. Evaluasi kinerja
pelaksana

Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1
kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan perbaikan untuk
menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.



A. STANDAR PELAYANAN MUTASI DOSEN PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI KOPERTIS ATAU
PTN LAIN
(SERVICE DELIVERY)

NO. KOMPONEN URAIAN

1. Persyaratan
Pelayanan

1. Surat permohonan dari PNS Dpk yang bersangkutan;
2. Surat lolos butuh dari homebase / instansi asal;
3. Printout http://forlap.dikti.go.id sebagai Dosen PNS Dpk;
4. Surat persetujuan menerima dari perguruan tinggi yang

dituju;
5. Surat Keputusan Golongan Ruang terakhir yang disahkan dan

dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
6. Surat Keputusan Jabatan Akademik Dosen/Penetapan Angka

Kredit terakhir yang disahkan dan dilegalisir oleh pejabat
yang berwenang;

7. Salinan Ijazah awal sampai dengan akhir yang disahkan dan
dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

8. Penilaian Prestasi Kerja (PPK) dua tahun terakhir dengan nilai
minimal rata – rata baik, yang disahkan dan dilegalisir oleh
pejabat yang berwenang;

9. Surat keterangan rasio dosen dan mahasiswa;
10. Surat keterangan mata kuliah yang akan diampu oleh dosen

yang bersangkutan;
11. Surat pernyataan Konduite Pegawai Negeri Sipil yang

bersangkutan.

2. Sistem,
mekanisme,
dan prosedur

1. Pemohon (Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta/ atau petugas
yang ditunjuk) datang ke Kopertis Wilayah VI;

2. Pemohon terlebih dahulu ke resepsionis untuk mengisi buku
tamu dan menentukan pilihan layanan dan keperluannya;

3. Pemohon menuju ke ruangan subbag kepegawaian dan
menyampaikan berkas sesuai dengan persyaratan,



berkas/dokumen diterima dan diperiksa oleh subbag
kepegawaian jika lengkap dan sesuai persyaratan berkas
diproses;

4. Subbag kepegawaian menyiapkan surat usulan mutasi dosen
PNS dpk diperiksa oleh Kabag Umum, Sekretaris Pelaksana,
dan ditandatangani oleh Koordinator;

5. Subbag kepegawaian menyampaikan usulan mutasi dosen
PNS ke   Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal
Kemenristekdikti

3. Jangka waktu
penyelesaian

Maksimal 7 hari kerja

4. Biaya/tarif Tidak dipungut biaya

5. Produk
pelayanan

Surat keputusan usulan mutasi dosen PNS dpk.

6. Penanganan
pengaduan,
saran, dan
masukan

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara
tertulis melalui surat yang ditujukan kepada :
Koordinator Kopertis Wilayah VI
Alamat : Jl. Pawiyatan Luhur I/1, Bendan Dhuwur, Semarang

2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via:
Telepon  : 024-8317281, 8311521
Faksimili : 024-8311273
Email       : pengaduan@kopertis6.or.id



B. STANDAR PELAYANAN MUTASI DOSEN PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI KOPERTIS ATAU
PTN LAIN
(MANUFACTURING)

NO. KOMPONEN URAIAN

1. Dasar Hukum 1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo Nomor 43 Tahun 1999
tentang Pokok Pokok Kepegawaian

2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan
Pangkat Pegawai Negeri Sipil

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun
2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Peraturan
Penggajian Pegawai Negeri Sipil

8. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tentang Pemberian
Tunjangan Dosen

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13
Tahun 2012 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang
Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat
Tertentu di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan

10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Alih Jabatan / Tugas
Pegawai Negeri Sipil Non Dosen menjadi Pegawai Negeri Sipil
Dosen

11. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
SE/15/M Pan/2004  Tanggal 25 April 2004 tentang
Pendelegasian Wewenang Kepada Kepala Kantor Regional adan
Kepegawaian Negara untuk menetapkan Surat Keputusan dan
Persetujuan Teknis tentang Mutasi Kepegawaian Pegawai
Negeri Sipil

12. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan
Nasional Nomor5072/A4-5/Kp/2009 Tanggal 5 Februari 2009
tentang Perbantuan Pegawai Negeri Sipil keluar Instansi
Departemen Pendidikan Nasional

13. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan
Nasional Nomor 32376/A4-6/Kp/2007 Tanggal 26 Juli 2007
tentang Pedoman Teknis Pemindahan Pegawai Negeri Sipil atas
permohonan sendiri Antar Instansi atau antar Unit Kerja di
Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional

14. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan
Nasional Nomor 2309/A4-3/Kp/2009 Tanggal 29 Januari 2009
tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil antar Unit Kerja



15. Surat Edaran Direktur Tenaga Kependidikan Diriektorat Jenderal
Pendidikan Tinggi Nomor 3387/E4-1/2012 Tanggal 8 Nopember
2012 tentang Kebijakan Baru NIDN dan Pindah Homebase serta
Contoh Surat Keputusan Dosen Tetap

2. Sarana,
prasarana,
dan/atau
fasilitas

1. Ruang tamu ber-AC, meja, kursi tamu
2. Komputer dengan akses internet
3. Ruang penyimpanan dokumen
4. Printer
5. Scanner
6. Telepon

3. Kompetensi
pelaksana

1. SDM yang memiliki pengetahuan tentang peraturan dan
kebijakan di bidang kepegawaian

2. SDM yang memiliki pengetahuan tentang peraturan dan
kebijakan di bidang mutasi dosen PNS

4. Pengawasan
Internal

1. Supervisi atasan langsung
2. Dilakukan sistem pengendalian internal
3. Dilaksanakan secara kontinu
4. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi

5. Jumlah
pelaksana

5 (lima) orang

6. Jaminan
pelayanan

1. Pelayanan diberikan secara transparan, cermat, tepat waktu,
dan dapat dipertanggungjawabkan

2. Pemohon dapat menilai perkembangan prosesnya

7. Jaminan
keamanan dan
keselamatan
pelayanan

Selama pemberian pelayanan dijamin rasa aman dan bebas dari
bahaya

8. Evaluasi kinerja
pelaksana

Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1
kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan perbaikan untuk
menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.



A. STANDAR PELAYANAN TUGAS BELAJAR DOSEN PNS DPK
(SERVICE DELIVERY)

NO. KOMPONEN URAIAN
1. Persyaratan

Pelayanan
1. Surat permohonan dari dosen PNS Dpk yang bersangkutan;
2. Dosen PNS Dpk di lingkungan Kementerian;
3. Sehat jasmani dan rohani;
4. Penilaian Prestasi kerja (PPK) minimal 2 (dua) tahun terakhir

bernilai baik;
5. Mendapat rekomendasi dari homebase asal;
6. Lulus seleksi/tes yang diwajibkan untuk program tugas belajar

atau rekomendasi dari perguruan tinggi tempat tugas belajar
dilaksanakan;

7. Menandatangani perjanjian tugas belajar sesuai dengan
ketentuan;

8. Adanya jaminan pembiayaan tugas belajar;
9. Mendapat persetujuan Sekretariat Negara Republik Indonesia

untuk tugas belajar ke luar negeri;
10. Mendapat rekomendasi dari atasan langsung mengenai

bidang studi linier yang akan ditempuh sesuai dengan tugas
pekerjaannya;

11. Tidak sedang :
1) Menjalani cuti di luar tanggungan negara;
2) Melaksanakan tugas secara penuh di luar instansi

induknya;
3) Menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana

kejahatan;
4) Mengajukan keberatan ke badan pertimbangan

kepegawaian (BAPEK) atau upaya hukum (gugatan) ke
pengadilan terkait dengan penjatuhan hukuman disiplin;

5) Dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat
sedang atau tingkat berat;

6) Menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
7) Dalam proses perkara pidana, baik tindak pidana

kejahatan maupun pelanggaran;
8) Melaksanakan kewajiban ikatan dinas setelah tugas

belajar; dan
9) Melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjenjangan;

12. Tidak pernah :
1) Gagal dalam tugas belajar yang disebabkan oleh

kelalaiannya; dan
2) Dibatalkan mengikuti tugas belajar karena

kesalahannya.



2. Sistem,
mekanisme,
dan prosedur

1. Pemohon (Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta/ atau petugas
yang ditunjuk) datang ke Kopertis Wilayah VI;

2. Pemohon terlebih dahulu ke resepsionis untuk mengisi buku
tamu dan menentukan pilihan layanan dan keperluannya;

3. Pemohon menuju ke ruangan subbag kepegawaian dan
menyampaikan berkas sesuai dengan persyaratan,
berkas/dokumen diterima dan diperiksa oleh subbag
kepegawaian jika lengkap dan sesuai persyaratan berkas
diproses;

4. Subbag kepegawaian menyiapkan surat usulan Tugas Belajar
dosen PNS dpk diperiksa oleh Kabag Umum, Sekretaris
Pelaksana, dan ditandatangani oleh Koordinator;

5. Subbag kepegawaian menyampaikan usulan Tugas Belajar
dosen PNS ke Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal
Kemenristekdikti

3. Jangka waktu
penyelesaian

Maksimal 7 hari kerja

4. Biaya/tarif Tidak dipungut biaya

5. Produk
pelayanan

Surat usulan Tugas Belajar dosen PNS dpk.

6. Penanganan
pengaduan,
saran, dan
masukan

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara
tertulis melalui surat yang ditujukan kepada :
Koordinator Kopertis Wilayah VI
Alamat : Jl. Pawiyatan Luhur I/1, Bendan Dhuwur, Semarang

2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via:
Telepon  : 024-8317281, 8311521
Faksimili : 024-8311273
Email       : pengaduan@kopertis6.or.id



B. STANDAR PELAYANAN TUGAS BELAJAR DOSEN PNS DPK
(MANUFACTURING)

NO. KOMPONEN URAIAN

1. Dasar Hukum 1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang
Pemberian Tugas Belajar

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun
1986 Tentang Tunjangan Tugas Belajar Bagi Tenaga Pengajar
Biasa Pada Perguruan Tinggi Yang Ditugaskan Mengikuti
Pendidikan Pada Fakultas Pasca Sarjana

3. Permendiknas nomor 48 Tahun 2009 tentang Pedoman
Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional

4. Permendiknas nomor 17 Tahun 2011 tentang Pemberian
Beasiswa Untuk Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pada
Pendidikan Tinggi

5. Keputusan Menteri Pertama nomor 224/MP/1961 tentang
Peraturan Pelaksanaan Tentang Pemberian Tugas Belajar di
Dalam dan Di Luar Negeri

6. SE Menpan Nomor 4 Tahun 2013 tentang pemberian Tugas
Belajar dan Izin Belajar

2. Sarana,
prasarana,
dan/atau
fasilitas

1. Ruang tamu ber-AC, meja, kursi tamu
2. Komputer dengan akses internet
3. Ruang penyimpanan dokumen
4. Printer
5. Scanner
6. Telepon

3. Kompetensi
pelaksana

1. SDM yang memiliki pengetahuan tentang peraturan dan
kebijakan di bidang kepegawaian

2. SDM yang memiliki pengetahuan tentang peraturan dan
kebijakan di bidang tugas belajar dosen PNS dpk

4. Pengawasan
Internal

1. Supervisi atasan langsung
2. Dilakukan sistem pengendalian internal
3. Dilaksanakan secara kontinu
4. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi

5. Jumlah
pelaksana

5 (lima) orang

6. Jaminan
pelayanan

1. Pelayanan diberikan secara transparan, cermat, tepat waktu,
dan dapat dipertanggungjawabkan

2. Pemohon dapat menilai perkembangan prosesnya
7. Jaminan

keamanan dan
keselamatan
pelayanan

Selama pemberian pelayanan dijamin rasa aman dan bebas dari
bahaya

8. Evaluasi kinerja
pelaksana

Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1
kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan perbaikan untuk
menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.



A. STANDAR PELAYANAN IZIN BELAJAR DOSEN PNS DPK
(SERVICE DELIVERY)

NO. KOMPONEN URAIAN
1. Persyaratan

Pelayanan
1. Surat permohonan dari PNS Dpk yang bersangkutan;
2. Surat Pernyataan yang berisi :

a. biaya pendidikan dan fasilitas penunjang lainnya
ditanggung oleh yang bersangkutan;

b. Surat Pernyataan Tidak meninggalkan tugas kedinasan
dan atau tugas pekerjaan sehari-hari;

c. Tidak menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;
3. Mempunyai Penilaian Prestasi Kerja (PPK) 2(dua) tahun

terakhir yang setiap unsur penilaian sekurang-kurangnya
bernilai baik; dan

4. Mendapatkan rekomendasi dari homebase asal

2. Sistem,
mekanisme,
dan prosedur

1. Pemohon (Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta/ atau petugas
yang ditunjuk) datang ke Kopertis Wilayah VI;

2. Pemohon terlebih dahulu ke resepsionis untuk mengisi buku
tamu dan menentukan pilihan layanan dan keperluannya;

3. Pemohon menuju ke ruangan subbag kepegawaian dan
menyampaikan berkas sesuai dengan persyaratan,
berkas/dokumen diterima dan diperiksa oleh subbag
kepegawaian jika lengkap dan sesuai persyaratan berkas
diproses;

4. Subbag kepegawaian menyiapkan dokumen surat izin belajar
dosen PNS dpk diperiksa oleh Kabag Umum, Sekretaris
Pelaksana, dan ditandatangani oleh Koordinator;

5. Subbag kepegawaian menyampaikan Surat Izin Belajar dosen
PNS dpk ke pemohon.

3. Jangka waktu
penyelesaian

Maksimal 7 hari kerja



4. Biaya/tarif Tidak dipungut biaya

5. Produk
pelayanan

Surat Izin Belajar dosen PNS dpk.

6. Penanganan
pengaduan,
saran, dan
masukan

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara
tertulis melalui surat yang ditujukan kepada :
Koordinator Kopertis Wilayah VI
Alamat : Jl. Pawiyatan Luhur I/1, Bendan Dhuwur, Semarang

2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via:
Telepon  : 024-8317281, 8311521
Faksimili : 024-8311273
Email       : pengaduan@kopertis6.or.id



B. STANDAR PELAYANAN IZIN BELAJAR DOSEN PNS DPK
(MANUFACTURING)

NO. KOMPONEN URAIAN

1. Dasar Hukum 1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang
Pemberian Tugas Belajar

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun
1986 Tentang Tunjangan Tugas Belajar Bagi Tenaga Pengajar
Biasa Pada Perguruan Tinggi Yang Ditugaskan Mengikuti
Pendidikan Pada Fakultas Pasca Sarjana

3. Permendiknas nomor 48 Tahun 2009 tentang Pedoman
Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional

4. Permendiknas nomor 17 Tahun 2011 tentang Pemberian
Beasiswa Untuk Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pada
Pendidikan Tinggi

5. Keputusan Menteri Pertama nomor 224/MP/1961 tentang
Peraturan Pelaksanaan Tentang Pemberian Tugas Belajar di
Dalam dan Di Luar Negeri

6. SE Menpan Nomor 4 Tahun 2013 tentang pemberian Tugas
Belajar dan Izin Belajar

2. Sarana,
prasarana,
dan/atau
fasilitas

1. Ruang tamu ber-AC, meja, kursi tamu
2. Komputer dengan akses internet
3. Ruang penyimpanan dokumen
4. Printer
5. Scanner
6. Telepon

3. Kompetensi
pelaksana

1. SDM yang memiliki pengetahuan tentang peraturan dan
kebijakan di bidang kepegawaian

2. SDM yang memiliki pengetahuan tentang peraturan dan
kebijakan di bidang izin belajar dosen PNS dpk

4. Pengawasan
Internal

1. Supervisi atasan langsung
2. Dilakukan sistem pengendalian internal
3. Dilaksanakan secara kontinu
4. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi

5. Jumlah
pelaksana

5 (lima) orang

6. Jaminan
pelayanan

1. Pelayanan diberikan secara transparan, cermat, tepat waktu,
dan dapat dipertanggungjawabkan

2. Pemohon dapat menilai perkembangan prosesnya
7. Jaminan

keamanan dan
keselamatan
pelayanan

Selama pemberian pelayanan dijamin rasa aman dan bebas dari
bahaya

8. Evaluasi kinerja
pelaksana

Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1
kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan perbaikan untuk
menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.



A. STANDAR PELAYANAN KENAIKAN PANGKAT/ GOLONGAN DOSEN PNS DPK
(SERVICE DELIVERY)

NO. KOMPONEN URAIAN
1. Persyaratan

Pelayanan
1. Surat pengantar dari PTS yang ditujukan ke Koordinator Kopertis

Wilayah VI;
2. Hasil cetak NIDN dari forlap.dikti.go.id;
3. Fotocopy Surat Keputusan Kenaikan pangkat terakhir;
4. Fotocopy Surat Keputusan Jabatan Fungsional Akademik dan

PAK;
5. Fotocopy Konversi NIP dari BKN;
6. Fotocopy Karpeg;
7. Fotocopy Ijasah S1, S2, S3, Transkrip dan penyetaraan ijazah dari

DIKTI untuk ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi di luar
negeri;

8. Fotocopy Surat Tugas Belajar/ Izin Belajar (jika ada);
9. Fotocopy Surat Keputusan Pembebasan Sementara dari jabatan

dosen (jika ada);
10. Fotocopy Surat Keputusan Pengaktifan kembali (jika ada);
11. Fotocopy SKP dan Penilaian Prestasi Kerja dua tahun terakhir;
12. Fotocopy Sertifikat Pendidik (jika ada);

2. Sistem,
mekanisme,
dan prosedur

1. Pemohon (Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta/ atau petugas
yang ditunjuk) datang ke Kopertis Wilayah VI;

2. Pemohon terlebih dahulu ke resepsionis untuk mengisi buku
tamu dan menentukan pilihan layanan dan keperluannya;

3. Pemohon menuju ke ruangan subbag kepegawaian dan
menyampaikan berkas sesuai dengan persyaratan,
berkas/dokumen diterima dan diperiksa oleh subbag
kepegawaian jika lengkap dan sesuai persyaratan berkas
diproses;



4. Subbag kepegawaian menyiapkan surat usulan kenaikan
pangkat dosen PNS dpk diperiksa oleh Kabag Umum,
Sekretaris Pelaksana, dan Koordinator;

5. Subbag kepegawaian menyampaikan usulan kenaikan
pangkat dosen PNS dpk ke Biro Sumber Daya Manusia
Sekretariat Jenderal Kemenristekdikti

3. Jangka waktu
penyelesaian

Maksimal 7 hari kerja

4. Biaya/tarif Tidak dipungut biaya

5. Produk
pelayanan

Surat usulan Tugas Belajar dosen PNS dpk.

6. Penanganan
pengaduan,
saran, dan
masukan

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara
tertulis melalui surat yang ditujukan kepada :
Koordinator Kopertis Wilayah VI
Alamat : Jl. Pawiyatan Luhur I/1, Bendan Dhuwur, Semarang

2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via:
Telepon  : 024-8317281, 8311521
Faksimili : 024-8311273
Email       : pengaduan@kopertis6.or.id



B. STANDAR PELAYANAN KENAIKAN PANGKAT/ GOLONGAN DOSEN PNS DPK
(MANUFACTURING)

NO. KOMPONEN URAIAN

1. Dasar Hukum 1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo Nomor 43 Tahun 1999
tentang Pokok Pokok Kepegawaian

2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Jo Nomor 34 Tahun
2014  tentang Peraturan gaji PNS

3. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2000 Jo Nomor 12
Tahun 2002 tentang Kenailan Pangkat PNS

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003  tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian
PNS

5. Keputusan Presiden  No 187/M Tahun 2004 tentang Penetapan
Pembentukan dan Pengangkatan Menteri Menteri Kabinet
Indonesia Bersatu

6. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan
Dosen

7. Keputusan Menteri Koordinator Pengawasan dan
Pengembangan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
38/Kep/MK Waspan/8/1999 tentang Jabatan Fungsional dosen
dan angka kreditnya

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional  Nomor 158/P/2003
tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat tertentu di
lingkungan Departemen Pendidikan Nasional

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2006
tentang Organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal
Departemen Pendidikan Nasional

2. Sarana,
prasarana,
dan/atau
fasilitas

1. Ruang tamu ber-AC, meja, kursi tamu
2. Komputer dengan akses internet
3. Ruang penyimpanan dokumen
4. Printer
5. Scanner
6. Telepon

3. Kompetensi
pelaksana

1. SDM yang memiliki pengetahuan tentang peraturan dan
kebijakan di bidang kepegawaian

2. SDM yang memiliki pengetahuan tentang peraturan dan
kebijakan di bidang kenaikan pangkat dosen PNS dpk

4. Pengawasan
Internal

1. Supervisi atasan langsung
2. Dilakukan sistem pengendalian internal
3. Dilaksanakan secara kontinu
4. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi



5. Jumlah
pelaksana

5 (lima) orang

6. Jaminan
pelayanan

1. Pelayanan diberikan secara transparan, cermat, tepat waktu,
dan dapat dipertanggungjawabkan

2. Pemohon dapat menilai perkembangan prosesnya
7. Jaminan

keamanan dan
keselamatan
pelayanan

Selama pemberian pelayanan dijamin rasa aman dan bebas dari
bahaya

8. Evaluasi kinerja
pelaksana

Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1
kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan perbaikan untuk
menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.




